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ABSTRAK

Nama : Wayan Adhi Prastana
Program Studi : Hukum, S1 Reguler
Judul : Analisis Penerapan Prinsip Timbal Balik Mert HPI dalam

Perlindungan Pengetahuan Tradisiofiagditional Knowledgg

Upaya perlindungan pengetahuan tradisional murehdgai reaksi terhadap sistem
HKI saat ini yang dinilai merugikan pemilik pendetian tradisional. Permasalahan
pengetahuan tradisional merupakan permasalahakati&ha para pihak yang terkait
umumnya tunduk pada sistem hukum yang berbedgsskni membahas penerapan
prinsip timbal-balik dalam upaya melindungi penbetn tradisional. Upaya

melindungi pengetahuan tradisional selama ini memgsada CBD dan konvensi-
konvensi terkait Pengetahuan tradisional lainnya/aBgnya upaya ini tidak efektif.

Perlindungan pengetahuan tradisional ternyata leldktif dengan menggunakan
Prinsip Timbal-Balik Formil yang diatur dalam Pdtgean TRIPs. Pada Kasus
Kunyit (the Turmeric Cageterbukti upaya ini berhasil membatalkan klaimepat

yang mengeksploitasi pengetahuan tradisional.

Kata kunci: pengetahuan tradisional, HKI, pringipktal-balik, Persetujuan TRIPS.
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ABSTRACT

Name : Wayan Adhi Prastana
Study program : Law
Title : Analysis of Application of Reciprocity Acading to Private

International Law in the Protection of Traditiokalowledge

Effort to protect traditional knowledge emergedaaseaction of current IPR system
which considered detrimental to the original owneifs traditional knowledge.

Problems concerning traditional knowledge are a@enaif Private International Law
because the parties concerned are generally subjetitferent legal systems. This
paper discusses the application of the principleeciprocity in an effort to protect
traditional knowledge. Efforts to protect traditadrknowledge so far are referring to
the CBD and related conventions concerning traggficknowledge. Unfortunately
these efforts are ineffective. Protection of triadial knowledge is more effective by
using Reciprocity Principles that are provided for TRIPS Agreement. In the
turmeric case, this effort proved to be successjucanceled patent claims that
exploit traditional knowledge.

Key words: traditional knowledge, IPR, the prineigif reciprocity, TRIPS
Agreement.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan teknologi memberikan dampak yang tak agksin bagi
peradaban manusia. Teknologi di masa kini seolah-ohenyebabkan batas
antarnegara semakin sirna. Dalam bidang transpaoidaskomunikasi kita dengan
mudahnya melihat betapa derasnya arus perpindahansm, barang komoditi,
demikian juga arus pertukaran informasi. Masyarakatia dengan teknologi
yang ada saat ini dapat dengan mudah bepergiasatarnegara ke negara lain,
yang tanpa disadari mengakibatkan terjadinya ikger@antarbudaya —budaya dari
tempat asal dengan budaya tempat yang dikunjunderaksi antarbudaya
menjadi hal yang tidak terelakan lagi.

Kebudayaan yang dimaksud di sini bukan hanya keaatayang dalam
kehidupan sehari-hari sering diasosiasikan dengaarkan, tapi juga kebudayaan
seperti yang didefinisikan oleh Koenjaranigrat ggba“keseluruhan sistem
gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalankaakehidupan masyarakat
yang dijadikan milik diri manusia dengan belajaPendapat serupa dikemukakan
oleh Sir Edward Burnett Tylor yang menyatakan ketyacn sebagai “kompleks
keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayeesgnian, hukum, moral,
kebiasaan dan lain-lain kecakapan dan kebiasaamndiperoleh manusia sebagai
anggota masyaraka%.”

Interaksi antarbudaya merupakan suatu bagian dasep dinamika
kebudayaan dan merupakan hal yang tidak dapatd#ihirdalam peradaban
manusia. Pada saat terjadi interaksi, terkadangdegtaan dari suku bangsa atau
kelompok masyarakat di negara tertentu begitu nienaehingga timbul
ketertarikan untuk mempelajari budaya tersebuttdkrnarang dibawa ke negara
asalnya. Di samping melalui cara pembelajaran,pkkesi budaya dari kelompok

masyarakat tertentu dapat ditemui di negara ldmaga dampak dari perpindahan

! KoentjaraningratPengantar lImu AntropologiJakarta: Rineka Cipta, 1990). him. 180.

2 wiliam A. Haviland, Antropologi Jilid 1, sperti yang diterjemahkan oleh R.G.
Soekadijo, (Jakarta: Erlangga, 1999). him. 332.

Universitas Indonesia
1
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penduduk. Dalam keadaan ini, masyarakat yang bgrasiibaik sadar ataupun
tidak sadar, membawa serta budaya dari tempatyasdlalam keadaan seperti
ini, asimilasi budaya menjadi hal yang tidak tedarkan.

Contoh menarik dari asimilasi budaya ini dapat kitat di Pulau Bangka,
Provinsi Bangka Belitung, Indonesia, di mana maakair Tionghoa yang saat ini
di pulau itu, merupakan imigran yang berasal daratan Tiongkok®

Asimilasi budaya di Pulau ini berawal dengan dirmya imigrasi
tersebut yang menurut catatan pemerintah kolddeénda berlangsung sejak
awal abad XVIII atau sekitar tahun 1710 Masehi bm@bad XX. Masyarakat
dari suku Ke Jia (sering disebut Orang Khe) daaviisi Guang Dong, Cina,
adalah komunitas Cina terbesar di Bangka-Belituaggy melakukan migrasi
sistem bedol desa ketika itu. Mereka berangkat ldaripung-kampung di distrik
Sin Neng, San Wui, Hoi P’eng, Yan P’eng, Nam HdéunPYue, Shun Tak, Tung
Kwun, dan Heung. Bagian terbesar dari migran tenselolalah kuli tambang
timah. Dengan ijin penguasa Kesultanan Palembang ld&ajaan-kerajaan
Melayu seperti Lingga dan Johor yang silih bergaminanamkan pengaruh di
Bangka-Belitung, imigran asal Cina ini membangumpkiman yang selalu
berada di sekitar lubang tambang timah sesuai fethah (in trap) di sepanjang
Pulau Bangka dan Belitung. Pola permukiman tersetap bertahan hingga hari
ini atau selama lebih dari tiga abad.

Seiring waktu, Bangka berkembang menjadi museumapadCina
khususnya suku Hakka. Bertahannya budaya asal gaagdai dengan ribuan
klenteng besar dan kecil, rumah antik berusia satushun, dan pola hidup
tradisional merupakan warisan budaya yang ditumink@nek moyang mereka
yang berasal dari luar pulau. Deretan rumah kayik,amrnamen Cina, kaligrafi
Han Zi, tempat pemujaan di depan rumah, dan keignteelindung desa
merupakan pemandangan eksotis yang telah menyagadealam Pulau Bangka.
Setiap hari besar seperti Imlek, Peh Cun, Qing Msetalu digunakan untuk

% “Tiongkok dan Pulau Bangka”, Dokumen mengenai beédsa kebudayaan Tionhoa di
Pulau Bangka ini dapat di unduh di alamat: httpsdwnbi.go.id/NR/rdonlyres/1833AAAD-ADD7-
4B12-B443-75473F7ADAA4/10100/Boks.pdf. Lihat jugavw.kompas.co.id/kompas-
cetak/0506/15/jendela/1818292.htm, dan
www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=23&kateganfo%20Budaya. Situs terakhir di akses
pada 4 Juni 2011.

Universitas Indonesia
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berkumpul warga. Dalam sejumlah perayaan, serifigdiarak lakon Sun Go
Kong (Sun Wu Gong) yang menjadi Dewa Pelindung KamgpGedong.

Keunikan di daerah ini adalah, kaum muda yangdarisembali bekerja di
tambang timah tradisional (kerap disebut Tambarkprmensional atau TI)
mengikut jejak langkah nenek moyang mereka denglamk yang kurang lebih
sama. Bukan hanya di Indonesia, fenomena budayyanmsst Cina ini juga
dapat ditemui di negara lain seperti Amerika Séridkean beberapa negara lainnya.
Di Amerika Serikat misalnya, kita dapat menjumparguaban atau kebudayaan
masyarakat serupa di daerah yang biasa dikenabdéignatown.

Dari contoh di atas dapat di lihat bagaimana pelgdian penduduk juga
berpengaruh pada dinamika budaya dari suatu terpett. karena hal ini, bukan
tidak mungkin kebudayaan khas dari suatu negaagk yang berupa cara hidup
bermasyarakat maupun yang memiliki aspek seni yailgseperti tari-tarian alat
musik dan sebagainya, dapat kita temukan di ndgara

Permasalahan mulai timbul ketika kebudayaan yaagtikl dengan suku
bangsa di negara tertentu, yang menjadi ciri klzasdherah tersebut diakui oleh
pihak lain. Kebudayaan yang diakui ini pada umummerupakan kebudayaan
yang sering diasosiasikan dengan seni. Demikiara mldngan pengetahuan
tradisional, seperti misalnya pengetahuan mengeretiobatan tradisional. Tidak
jarang pengetahuan yang yang diwariskan secaran-terourun di daerah
tertentu, dijadikan dasar dari sebuah penelitiangyaantinya dijadikan dasar
permohonan hak paten bagi peneliti yang bukan bedzsi daerah pengetahuan
itu berasaf. Hal-hal tersebut tentunya mengakibatkan keresaasnmasyarakat
yang merasa kebudayaannya dieksploitasi oleh ginak Keresahan ini timbul
dengan berbagai alasan, dimulai dari perasaan telakkarena merasa identitas

dirampas, sampai dengan perasaan kesal karena merasa ditugikcara

* Agus Sardjono (a), “Pembangunan Hukum Kekayaaeldkiual Indonesia: Antara
Kebutuhan dan Kenyataan”, (Pidato Pengukuhan guesaB Tetap dalam limu Hukum
Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Indan&epok: 27 Februari 2008), him. 15.
Lihat juga: lihat juga: Agus Sardjonblak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradidiona
(Bandung: Alumni, 2006), him.10.

° Lihat: "What is Traditional Knowledge?”
http://www.nativescience.org/html/traditional _kn@abe.html, diakses pada 1 Juni 201Thée
indigenous people of the world possess an immensel&dge of their environments, based on
centuries of living close to nature. Living in afi®m the richness and variety of complex

Universitas Indonesia
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ekonomis. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwadaya kelompok

masyarakat suatu bangsa seperti pengetahuan aralisnengenai obat-obatan
misalnya, memiliki nilai ekonomis yang tinggiDalam keadaan seperti ini,
mencuatlah isu mengenai cara memberi perlindunghodayaan bangsa. Hukum
yang paling dikenal dan sering dihubungkan dengammpsalahan ini adalah
Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI yang ada saat ini erat kaitannya atau bahkdaktidapat dilepaskan
dengan persoalan ekonomi dan identik dengan koatisesi’ Pernyataan ini
menjadi semakin tegas dan relevan dengan add@nyde Related Aspect of
Intellectual Property Right§TRIPS). Frase TRIPs yang menekankan pada aspek-
aspek perdaganganrgde related aspegtiari HKI (Intelllectual Property Rights
atau IPR) menjadikan perdagangan internasionalgsel@spek tak terlepaskan
dari HKI.2

TRIPs atau lebih tepatny&greement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rightgang biasa disebut dengan Persetujuan TRTR$RS
Agreement lahir sebagai wujud desakan dari negara-negargu nuatuk
melindungi kepentingan HKI mereRaSebagai akibat dari kemenangan negara-
negara maju dalam perundingd@®eneral Agreement on Traffiand Trade
(GATT) Putaran UruguayJruguay Rounylyang melahirkan Persetujuan TRIPs
tersebut, maka masuklah konggppertydanownershipdalam pemikiran hukum
di negara-negara berkembang khususnya terkait didt#idl di mana konsep

pemikiran ini merupakan konsep yang berasal dagarenegara bardt.

ecosystems, they have an understanding of the piepef plants and animals, the functioning of
ecosystems and the techniques for using and magagém that is particular and often detailed.
In rural communities in developing countries, ldgabccurring species are relied on for many -
sometimes all - foods, medicines, fuel, buildingemals and other products. Equallpeople
knowledge and perceptions of the environment, and their relationships with it, are often
important elements of cultural identity.”

® Agus Sardjono (b)Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan TradidiofBandung:
Alumni, 2006), him.12.

" Sardjono (a)op. cit.,him.6.
8 Ibid., him. 7.
? Ibid.

10 bid., him.6.
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Masuknya konsep ini juga merupakan akibat daritifikasinya Persetujuan
WTO (WTO Agreemeit yang mengharuskan negara-negara peserta untuk
menyesuaikan beberapa ketentuan hukum termasuktkate di bidang HKI
dengan hukum nasionalnya.

Dalam Rezim HKI yang berkembang saat ini, HKI dagik&ategorikan
menjadi dua kelompok: hak ciptaopyrighty dan hak kekayaan industrial
(industrial property Righfs" Hak kekayaan industrial mencakup: Merek
(Trademarl, Paten Raten), Rahasia DagangT(ade Secrgi Desain Industri
(Industrial Design dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpaduayout Design
Topographies of Integration CircujtsDari semua jenis HKI yang disebutkan,
semua hak tersebut yang dimuat di dalam TRIPs r@&edstansial merupakan
aturan yang bersumber dari konsep masyarakat lareg individualistis dan
kapitalistik*? Sistem yang dibuat berdasarkan konsep ini, tidaknomgkinkan
pengakuan terhadap hak-hak dari masyarakat lokall auku bangsa asli
(tradisional communities and indigenous pegpktas kekayaan intelektual
mereka yang biasa disebut pengetahuan tradisigreditonal knowledge
Ketidakmampuan ini karena kekayaan intelektual pdo#d asli ini pada
umumnya dimiliki secara komunal, bukan individus¢bagaimana konsep yang
dianut rezim HKI yang ada. Karena kondisi ini, kribanglah konsep baru yaitu
pengetahuan tradisionatdditional knowledgg

Konsep pengetahuan tradisional terbilang unik dearbdda dari Rezim
HKI lainnyal* Muncul beberapa dekade belakangan, konsep ini pakan

wujud perlawanan dari negara berkembang untuk nkemgadasi kepentingan

" Djumhana dan R. Djubaedilah I¥ak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktefen
di Indonesia)Cetakan kedua, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2008m. 2.

12 sardjono (a)pp. cit, him.9. Lihat juga: Doris Estelle LongTHe Impact of Foreign
Investment on Indigenious Culture: An IntellectBabperty Perspective”, North Caroline Journal
of International Law & Commercial Regulatiofy/ol. 21, Winter 199), him. 249.

2 Ibid.

14 Keunikan dan perbedaan pengetahuan tradisionglaseHKI dibahas lebih dalam pada
Bab 2.
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mereka dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKdhg selama ini dinilai
hanya menguntungkan negara maju.

Konsep pengetahuan tradisional pertama kali mudeldm Instrumen
Hukum Internasional paddénited Nations Convention on Biological Diversity
1992 Meskipun tidak mengatur secara komprehensif, &oavini memberikan
gambaran umum mengenai pengetahuan tradisionagaddemunculnya beberapa
kasus terkait pengetahuan tradisional seperti kd&eras Basmati, membuat
negara-negara berkembang mendesak negara maju meolbuat instrumen
hukum yang mengatur dan melindungi pengetahuatisiomal secara lebih
komprehensif. Mengenai pengetahuan tradisional, unenWIPO, dalamThe
Protection of Traditional Knowledge: Revised Obiees and Principlesyang
disusun olelntergovernmental Committee on Intellectual Propeahd Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folklgi@ C-GRTKF), dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah

the content or substance of knowledge resultingnfriatellectual
activity in a traditional context, and includes tke@ow-how, skills,
innovations, practices and learning that form pat traditional
knowledge systems, and knowledge embodying traditidestyles of
indigenous and local communities, or containedadifted knowledge
systems passed between generations and continuclesigloped
following any changes in the environment, geogreghconditions
and other factors. It is not limited to any spectechnical field, and
may include agricultural, environmental and medatirknowledge,
and any traditional knowledge associated with aatuexpressions
and genetic resources.

> The Protection of Traditional Knowledge: Revisedjg@tives and Principlesiibahas
dalam Sidang ke-18ntergovernmental Committee on Intellectual Propernd Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folkl¢l&C GRTKF). Dokumen ini dapat diunduh di
alamat: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wigatkf ic_18/wipo_grtkf ic 18 5.pdf.
Alamat terakhir diakses pada 25 Mei 2011.

Terjemahan bebasnya: konteks atau substansi dagetshuan sebagai hasil dari aktivitas
intelektual dalam konteks tradisional termaskkow-how keahlian, inovasi, praktek dan
pembelajaran yang merupakan bagian dari sistemepeimgan tradisional, dan pengetahuan yang
melekat pada gaya hidup tradisional dari pendudslikadau yang terkandung di dalam sistem
pengetahuan yang terkodifikasi yang diturunkan dpenerasi ke generasi dan secara terus
menerus dikembangkan mengikuti perubahan di lingkansekitar, kondisi geografis dan faktor
lainnya. Hal ini tidak terbatas pada teknik dalaidabhg tertentu, dan mencakup di dalamnya
teknologi pertanian, pengetahuan mengenai obatnbatan lingkungan dan pengetahuan
tradisional lainnya yang berhubungan dengan ekispuesiya dan keanekaragaman hayati.
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Jika kita bandingkan konsep dari pengetahuan siathl seperti yang
dipaparkan di atas dengan definisi dari kebudayaanurut Koenjaraningrat,
maka dapat dilihat persamaan konsep dari keduadianana pengetahuan
tradisional tercakup di dalam kebudayaan yang ledperinci dan memfokuskan
pada unsur tradisional. Oleh karena itu, perlindungudaya dapat difasilitasi
oleh instrumen hukum yang mengatur pengetahuaisioadl.

United Nations Convention on Biological DiversitP9P bukan hanya
instrumen hukum internasional pertama yang memueenkuan mengenai
pengetahuan tradisional, tapi juga merupakan penandnculnya kesadaran
untuk melindungi pengetahuan tersefuKesadaran ini merupakan reaksi dari
rezim HKI yang berlaku saat ini yang dinilai metken negara berkembang
karena kurang dapat memberikan perlindungan bagggiehuan tradisional
masing-masing negara. Meskipun nilai ekonomis gangetahuan-pengetahuan
tradisional ini sangat tinggi, seperti dijelaskabelumnya instrumen hukum yang
ada saat ini tidak dapat memberikan perlindungata geengetahuan tradisional.
Tidak hanya tidak dapat memberikan perlindunganterkaan mengenai paten
yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs bahkan idimi@mbuka peluang
pemberian paten terhadap bahan genetika melaluivhaktas tanaman yang
merupakan pengetahuan tradisional dari suatu ddé@teh karena itu negara-
negara berkembang mulai memperjuangkan perlindungggi pengetahuan
tradisional mereka dalam forum-forum internasional.

Intergovernmental Committee on Intellectual Properand Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folklgi@ C-GRTKF) merupakan upaya
terkini yang bahkan sedang berlangsung untuk mei@p wadah hukum yang

melindungi pengetahuan tradisionlDalam wadah yang berada di bawah

'8 sardjono (b)pp. cit.,him.1.

17 Abdul Bari Azed, “Kepentingan Negara berkembangsAindikasi Geografis, Sumber
daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional,” (Makatisampaikan pada Lokakarya
Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak AtakasidGeografis, Sumber Daya Genetika
dan Pengetahuan Tradisional, Depok, 6 April 200&).14. Lihat juga: Agus Sardjondjak
Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan TradisiofBandung: Alumni, 2006), him.5. Penulis
merupakan mantan Direktur Jendral Direktorat Jdndek Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8 Informasi mengenai IGC dan mandat IGC dapat dilida situs resmi WIPO:
http://www.wipo.int/tk/en/igc/. Situs terakhir disgs pada 9 Juni 2011.
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naungan WIPO ini, Indonesia dan beberapa negamayiang mengupayakan
perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dambahas instrumen hukum
yang nantinya diharapkan dapat memberikan perligaan efektif pada
pengetahuan tradisional. Sebenarnya, sebelum upatglah terdapat peraturan
di tingkat internasional yang membahas mengenaiggtahuan tradisional.
Meskipun tidak diatur secara mendetail, dalamted Nations Convention on

Biological Diversity 1992° pada Pasal 8 (j) dinyatakan:

Subject to its national legislation, respect, prgse and maintain
knowledge, innovations and practices of indigerang local communities
embodying traditional lifestyles relevant for theonservation and
sustainable use of biological diversity and promibteir wider application
with the approval and involvement of the holderssaoth knowledge,
innovations and practices and encourage the eqlataaring of the
benefits arising from the utilization of such kneelde, innovations and
practices:

Sebagaimana negara berkembang lainnya, perlinduragirpengetahuan
tradisional juga memiliki arti penting bagi Indoresindonesia sebagai negara
yang terdiri dari beragam suku dan kebudayaan niempéngetahuan tradisional
yang melimpah. Terdapat beberapa alasan mengapadpegan pengetahuan
tradisional ini sangat penting bagi IndoneSiaAlasan pertama, Indonesia
memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetatluadisional yang sangat
tinggi. Potensi ini, jika dapat dimanfaatkan secapgimal dapat memberikan
keuntungan ekonomis yang sangat tinggi bagi Indané&edua, Indonesia saat
ini berada dalam situasi yang kurang menguntunglatam perdagangan
internasional khususnya dalam hal HKI, di mana he$ta berada di bawah
tekanan negara maju karena harus melaksanakartupesiseTRIPS! Sedangkan

dari sisi lain negara-negara maju enggan mempeamgkan kekayaan

19 Konvensi ini telah disahkan melalui Undang-Und&tmmor 5 Tahun 1994 Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Belamor 3556, sehingga dapat
disejajarkan dengan peraturan perundang-undangayéadan telah menjadi hukum positif bagi
Indonesia.

2 sardjono (b)pp.cit.,him. 2.

2 |bid.
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intelektual masyarakat Indonesia dalam bentuk pahgen tradisional. Ketiga,
perlunya peran pemerintah dalam melindungi pengerakradisional masyarakat
lokal. Peran pemerintah di sini penting karena raesyat lokal belum atau
bahkan tidak sadar akan keuntungan ekonomis yaratddiperoleh dari

pengelolaan pengetahuan tradisional. Selama imggabangan dan pewarisan
pengetahuan tradisional dilakukan bukan demi kewg#n ekonomis tapi lebih

122 Oleh karena

kepada budaya menolong sesama yang lebih bergifatua
ketidaksadaran ini, pemerintah Indonesia sebadakpyang lebih memahami

HKI perlu berperan aktif dalam memberikan perlingam bagi pengetahuan

tradisional Indonesia.

Isu klaim budaya dan pendaftaran tanaman obatdobgéeng mudah
dijumpai di Indonesia oleh negara lain secara langsataupun tidak langsung
telah merugikan Indonesia. Belum lama ini kita nagati sejumlah kesenian
daerah di Indonesia yang dapat digolongkan sebpgagetahuan tradisional
diklaim oleh Malaysia dan berakibat pada timbulik@esahan masyarakat
Indonesia. Sebagai negara tetangga yang berasakatar rumpun, Malaysia
termasuk negara yang banyak mengklaim kebudayaag gapat ditemukan
dengan mudah di Indonesia mulai dari lagu-lagualgdtesenian tari-tarian, alat
musik hingga resep masak&n.

Meskipun pengetahuan tradisional kurang dipertigkan sebagai
komoditas perdagangan khususnya oleh negara maguaa pprakteknya
pengetahuan tradisional ini telah dieksploitasiag@b komoditas perdagangan
layaknya HKI lainnya yang diatur di dalam PerseanjuTRIPs. Terkait
pengetahuan tradisional Indonesia saja, dapat paiirbeberapa kasus terkait
eksploitasi ini. Di Amerika Serikat telah dipatenkemulawak, yang dapat kita
jumpai dengan mudah di IndoneéfaBaru-baru ini juga terdengar kabar bahwa

seorang ilmuwan mendaftarkan paten kunyit yang jugadah didapat di

2 sardjono (b)pp. cit, him. 11.

#  “Data Klaim Negara Lain Atas Budaya Indonesia”, tptitbudaya-
indonesia.org/iaci/Data_Klaim_Negara Lain_Atas Bwaddndonesia. Diakses pada 4 Juni 2011.

24 “Nasib Herbal: Kunyit Dipatenkan di Jerman, Temwdk di AS”
http://health.detik.com/read/2010/10/21/140056/2412V763/nasib-herbal-kunyit-dipatenkan-di-
jerman-temulawak-di-as?1d991107763 diakses padeebtuari 2011.
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Indonesia di negara Jerm@nSelain contoh-contoh yang disebutkan di atas,
masih banyak lagi, kasus-kasus lain yang berpotaesimbulkan kerugian bagi
Indonesia. Sebagai contoh: Indonesia terpaksa mgnlvayalti kepada Jepang
dalam hal pemanfaatan kunyit. Padahal, Indonesatahchegara kedua terbesar
yang kaya akan keanekaragaman hayati. Akibat kaleny ini, kerugian yang
harus ditanggung ditaksir mencapai miliaran dolerefika Serik&f. Untungnya
pendaftaran paten yang dilakukan oleh KobayashirrRduatical ini hanya
dilakukan di Jepang, sehingga pemanfaatan kunygilmdapat dilakukan di
Indonesia tanpa harus membayar royalti kepada deépahial ini karena
perlindungan paten bersifat teritorial, sehingg& Bsklusif dan perlindungan
yang diberikan terbatas pada wilayah negara di nm@aten itu didaftarkan.
Namun demikian bila suatu perusahaan farmasi Irelanmenjual obat atau
produk dengan kandungan dan khasiat seperti ®iduldalam paten tersebut ke
Jepang atau Kobayashi Pharmautical mendaftarkam paing di dapat di Jepang
ini di Indonesia, maka pemilik paten ini dapat metairoyalty sesuai dengan hak
paten yang diberikan pada tiap klaimnya. Semua ddanuini karena kurangnya
perlindungan terhadap pengetahuan tradisional kslan Banyaknya
pengetahuan tradisional Indonesia yang didaftadtein negara lain sebagai HKI
atas nama orang-orang tertentu yang bukan wargaraégdonesia menunjukkan
tingginya urgensi untuk memberikan perlindungan akigp pengetahuan
tradisional ini.

Sebagai instrumen hukum internasional yang teladah#ian menjadi
hukum nasional, Konvensi Keanekaragaman Hayati 188miliki beberapa isu
yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terlepagsideelebihan dan kekurangan

pengaturan tradisional yang di atur dalam konvamsiterdapat ketentuan yang

% “Nasib Herbal: Kunyit Dipatenkan di Jerman, Temudk di AS”
http://health.detik.com/read/2010/10/21/140056/4”21763/nasib-herbal-kunyit-dipatenkan-di-
jerman-temulawak-di-as?1d991107763 diakses padaebtuari 2011.

% “Indonesia Kurang Peduli Hak Paten”

http://berita.liputan6.com/sosbud/200612/13404@ipgskomentar diakses pada 21 Februari
2011.

21 «Kunyit dipatenkan Jepang”_http://ingetlah.blogspom/2006/12/kunyit-dipatenkan-
jepang.html diakses pada 21 Februari 2011.
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menarik perhatian penulis. Pernyatadfach Contracting Party shall, as far as
possible and as appropriate”, pada Pasal 8 Konvensi Keanekaragaman Hayati
yang setelah itu dilanjutkan dengan ketentuan meaigeengaturan pengetahuan
tradisional. Frasa ini menarik karena memunculkartagnyaan mengenai asas
timbal balik ¢eciprocity) dalam Konvensi tersebut. Pertanyaan-pertanygagrtse
“Apakah dengan mengacu pada frase ini dapat digatdahwa ketentuan yang
diatur dalam pasal ini berlaku timbal balik bagggatanya?” menjadi relevan
untuk diajukan. Pertanyaan tersebut selanjutnyan akenimbulkan pertanyaan
baru mengenai apakah ketika suatu negara telah narhinkum nasional yang
mengatur pengetahuan tradisional negaranya betakida kewajiban bagi
negara lain untuk membuat peraturan yang saméabatatan menjalankan hukum
negara lain tersebut? Seperti yang telah dipapageelumnya, pengetahuan
tradisional juga memiliki potensi yang besar untdknanfaatkan sebagai
komoditas perdagangan internasional. Terkait halmaka muncul pertanyaan
lainnya yaitu jika ada, apakah timbal balik ini dagigunakan untuk melindungi
pengetahuan tradisional dalam perdagangan intemelsiayaknya perlindungan
yang diberikan oleh Persetujuan TRIPs pada rezirhyidikg berlaku saat ini.

Selanjutnya, ketika membahas mengenai asas tinah&l penting untuk
melakukan pembahasan dikaitkan dengan hukum perdataasionaf® Sudargo
Gautama merumuskan hukum perdata internasionagjaeberikut:

Keseluruhan peraturan dan keputusan-hukum yang mjuekan
stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah ryengpakan
hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwva-paréstantara
warga (warga) negara pada satu waktu tertentu nrihgikan
titik-titik-pertalian dengan stelsel-stelsel danded-kaidah hukum
dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam uUmggn-
lingkungan -kuasa-tempat, (pribadi-) dan soal-édal.

Ketika membahas mengenai HPI dengan mengacu pdidasidgang
diberikan oleh Sudargo Gautama, pertanyaan dasay gi@jukan adalah apakah
hukum yang berlaku atau apakah merupakan hukumtangean-pertanyaan

% sudargo Gautama (ablukum Perdata Internasional Indonesia Jilid 1l Bagi5 Buku
Ke6 Ed. Rev(Bandung: Alumni, 1998), him. 140.

% sudargo Gautama (bukum Perdata Internasional IndonesiéBandung: Binacipta,
1977), him. 21.
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konsep ini selanjutnya akan membantu mengidentsifilebih lanjut dari bentuk
instrumen hukum vyang tepat untuk mengatur atau jike@mungkinkan
memberikan perlindungan pada pengetahuan tradlsi@teh karena itu, dapat
dipahami bahwa ketika membahas perlindungan tephpelagetahuan tradisional,
pembahasannya tidak dapat lepas dari hukum peirdataasional. Pembahasan
yang menyeluruh ini diperlukan dalam rangka mea&i@h peraturan hukum
yang efektif dan dapat berlaku di berbagai negadaia internasional.
Berdasarkan pemaparan seperti yang dikemukakatasingaka, dibuatlah
penelitian ini. Penulis tertarik untuk mengkaji ileldalam lagi tentang upaya
pemberian perlindungan pengetahuan tradisional amwikn di dalamnya
perlindungan pengetahuan tradisional dalam perdmyamternasional dari sisi
hukum perdata internasional. Di dalam konvensi-lemsv internasional yang
merupakan hukum asing dan diratifikasi oleh sejhnmiagara, tentunya terdapat
ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antaegnggota dalam
menerapkan konvensi ini. Kondisi di mana yang jiliaitkan dengan Hukum
Perdata Internasional maka termasuk ke dalam T@&anbal Balik dan
Pembalasan. Dengan latar belakang ini, Peneliti uheskan untuk menulis
skripsi dengan judul:Analisis Penerapan Prinsip Timbal-Balik Menurut HPI
dalam Perlindungan Pengetahuan Tradisional Traditional Knowledge)”.
Pada skripsi ini pengetahuan tradisional yang dédgalah seputar pengetahuan
tradisional yang menggunakan tumbuh-tumbuhan yaggndkan sebagai obat-

obatan dan bahan baku pangan yang memanfaatkaekiegagaman hayati.

B  Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah gsebdoerikut:
“Bagaimana penerapan Prinsip Timbal-Balik dalam memperlindungan pada

pengetahuan tradisional dalam perdagangan intema8i’
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C  Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan diadakannya penelitian iniaddatengkaji secara
yuridis perlindungan pengetahuan/kebudayaan ta@whsi oleh Hukum di
Indonesia dan konvensi-konvensi internasional. Rardemikian dapat diketahui
apakah memungkinkan untuk memberikan perlindungepadta pengetahuan
tradisional dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adaabagai berikut:
“Menjelaskan penerapan Asas Timbal-Balik dalam yapgoerlindungan

pengetahuan tradisional dalam perdagangan intemesi

D Kerangka Konsepsional
1. Hak Kekayaan Intelektuaintellectual property rights
Menurut Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hakk#gan

Intelektual dapat dijelaskan sebagai berikut:

Secara Substantif, pengertian HKI dapat didesk@grsisebagai
hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karenaakepuan

intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai htds kekayaan
mengingat HKI pada akhirnya mengasilkan karya-kamyelektual

berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dnamdalam

mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, Viskya,

dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikarya

intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apadbilditambah
dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, makai n
ekonomi yang melekat menumbhkan konsepsi kekayaapérty)

terhadap karya-karya intelektual tadi.

2. Pengetahuan Tradision@lraditional knowledge
Traditional knowledgeadalah istilah umum yang mencakup ekspresi
kreatif, informasi, darknow howyang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri
dan dapat mengidentifikasi unit sostal.
The United Nations Convention on Biological Diversi 1992

mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagakiteri

%0 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudiak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008m.31.

31 bid., him. 26.
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Traditional knowledge is “Knowledge, innovation apdactices of
Indigenous and local communities embodying tradalolifestyles
relevant for the concervation and sustainable usebmlogical
diversity”?

Menurut The Director General of United Nations Education@tientific
and Cultural Organization arti dari traditional knowledgeadalah sebagai

berikut?>®

The indigenous people of the world possess an iseniemowledge
of their environments, based on centuries of lialase to nature.
Living in and from the richness and variety of céempecosystems,
they have an understanding of the properties afifgland animals,
the functioning of ecosystems and the techniquesidmg and
managing them that is particular and often detailebh rural
communities in developing countries, locally ocougrspecies are
relied on for many - sometimes all - foods, me@sjriuel, building
materials and other products. Equally, peoplei®videdge and
perceptions of the environment, and their relatfops with it, are
often important elements of cultural identity.

(Dunia orang-orang asli yang menguasai pengetahugmnsekali
dari lingkungan mereka yang berdasar pada kehrdabemiah
yang tertutup selama berabad-abad. Kehidupan dalam dari
ketidakpunyaan sampai pada suatu ekosistem damk-tekmik
untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan bipata
tersebut secara khusus dan detail. Dalam masyapakizsaan di
Negara-negara berkembang, secara lokal menjadiespgang
banyak-terkadang semua—makanan, obat-obatan, mimga&rial
pembangunan dan produk-produk lainnya. Sama-samang-o
orang yang merupakan lingkungan pengetahuan daepses dan
hubungan mereka dengan itu adalah merupakan el@®meting
dari identitas kebudayaart.)

32 United Nations, Unitd Nations Convention on BiokadiDiversity 1992. Article 8 (j).

33 "What is Traditional Knowledge?”
http://www.nativescience.org/html/traditional _kn@abe.html, diakses pada 5 November 2009.

3 Riswandi,op. cit,him. 28.
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3. Intangible Cultural HerritaggWarisan Budaya Tak Benda)

Dalam Convention for the Safeguarding of the Intangiblelt@al

Heritage 2003, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wabsaaya tak

benda adalah:

“the practices, representations, expressions, kedgé, skills — as
well as the instruments, objects, artefacts andtucal spaces
associated therewith — that communities, groups andome cases,
individuals recognize as part of their cultural ftage. This

intangible cultural heritage, transmitted from geagon to

generation, is constantly recreated by communitied groups in
response to their environment, their interactiothwiature and their
history, and provides them with a sense of iderditg continuity,

thus promoting respect for cultural diversity andnien creativity.

For the purposes of this Convention, consideratwiti be given

solely to such intangible cultural heritage as isngatible with

existing international human rights instruments,vesll as with the
requirements of mutual respect among communitiesyps and

individuals, and of sustainable developmefit”.

(praktek, gambaran, ekspresi, pengetahuan, keah{saperti

instrumen, objek, artifak dan ruang budaya yangsasimsikan
dengan hal ini) dari komunitas, kelompok dan (dbodrapa kasus)
individu diakui sebagai bagian dari warisan budagaeka. Warisan
budaya tidak berwujud ini, yang diwariskan dari g@si ke

generasi, secara konstan diciptakan kembali olemukitas dan
kelompok sebagai respons terhadap lingkungan metiakeraksi

mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan mewnenkreka
identitas dan kelangsungan mereka, di mana hah@nciptakan rasa
hormat pada keanekaragaman budaya dan kreativiaag@a. Demi
Kepentingan dari konvensi ini, pertimbangan akdredkan semata-
mata pada warisan budaya tak berwujud yang seseagath

instrumen hak asasi manusia internasional yangeyleti kebutuhan
untuk saling menghargai antar komunitas, kelompak ohdividu,

dan perkembangan yang berkelanjutan.)

4. Hukum Perdata Internasional (HPI)

Sudargo Gautama merumuskan Hukum Perdata Intenasgebagai

berikut:

% UNESCO,Convention for the Safeguarding of the Intangibigt@al Heritage 2003,

Article, 2 (2).
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Keseluruhan peraturan dan keputusan-hukum yang mye<an
stelsel-hukum manakah yang berlaku atau apakah ryengpakan
hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-p&réstantara
warga (warga) negara pada satu waktu tertentu nriihmgikan
titik-titik-pertalian dengan stelsel-stelsel dandedn-kaidah hukum
dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam umggn-
lingkungan —kuasa-tempat, (pribadi-) dan soal-2bal.

5. Titik Pertalian Primer (TPP)
Titik Pertalian Primer (TPP) adalah titik-titik palian yang memberikan

petunjuk pertama apakah suatu hal merupakan mad&et

6. Titik Pertalian Sekunder (TPS)
Titik Pertalian Sekunder (TPS) adalah faktor-fakitau keadaan-keadaan
yang menentukan hukum manakah yang harus dibedakwakantara hukum-

hukum yang dipertautkaf?.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis norimgang menekankan
pada penggunaan data sekunder atau berupa normamhua&rtulis dan
dikombinasikan dengan penelitian eksplanatoris y#egiujuan menjelaskan
fenomena-fenomena hukum yang dibahas dalam pameliti

Alat pengumpulan data yang digunakan pada pereiii adalah berupa
studi dokumen dengan menggunakan data sekundemla Bekunder yang
digunakan sebagai bahan penelitian ini meliputi abafmukum primer yaitu
peraturan perundang-undangan baik di tingkat nakiomaupun internasional
yang mana bahan-bahan tersebut akan digunakanasétagasan hukum dalam
penelitian ini. Kemudian bahan hukum sekunder keerbpku, makalah, dan
disertasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual danurdulPerdata Internasional
akan dijadikan bahan referensi dan perbandingan teaupun doktrin dalam

penelitian ini, dan terakhir sebagai pelengkap adalahan hukum tersier berupa

% Sudargo Gautama (djukum Perdata Internasional Indonesia Jilid Il Bagil, Cetakan
ke-2, (Bandung: Alumni, 1972), him. 2,. him. 21.

37 bid.

%8 |bid., him.34.
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kamus yang digunakan untuk mencari definisi darbagai istilah yang terkait

dengan penelitian ini.

F Sistematika Penulisan

Pada Bab 1 yang merupakan Pendahuluan, terdiri ldtni belakang
permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dariukitgakpenelitian ini, kerangka
konsepsional dari istilah-istilah yang akan ditendalam skripsi ini, metode
penelitian yang digunakan, dan sistematika perulisa

Bab 2 dengan judul HKI dan Pengetahuan Tradisigifahditional
Knowledge) terdiri atas: Subbab Pertama, membabasgemai sejarah singkat
HKI sebelum munculnya isu pengetahuan tradisiddahbab kedua memaparkan
sejarah munculnya isu pengetahuan tradisional. &ukbtiga berisikan beberapa
definisi pengetahuan tradisional dan sifat-sifatnfiyada subbab keempat, berisi
studi komparasi antara pengetahuan tradisionalndi@aagaman hayati dan
indikasi geografis. Akhirnya pada subbab kelima deaenam membahas
mengenai studi komparasi antara pengetahuan wadisidan HKI dan
pengaturan pengetahuan tradisional dalam undangagndHak Kekayaan
Intelektual di Indonesia.

Bab 3 yang berjudul Aspek-Aspek Hukum Perdatarmatgional pada
Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam perdagamternasional terdiri
atas lima subbab. Subbab pertama berisikan peajelagngenai perlindungan
pengetahuan tradisional sebagai permasalahan HiBbaS kedua menjelaskan
pentingnya Prinsip Timbal-Balik dalam perlindungpaengetahuan tradisional.
Subbab tiga berisi penerapan Prinsip Timbal-Baliklaoh perlindungan
pengetahuan tradisional. Subbab keempat berusahglaskan tentang upaya
perlindungan tradisional melalui Prinsip Timbal-Rapada Persetujuan TRIPSs.
Terakhir, Subbab kelima membahas mengenai perkayabampaya perlindungan
tradisional di dunia internasional.

Terakhir adalah Bab 4, yang berisikan Kesimpulam a@alisa skripsi ini

beserta dengan saran-saran.
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BAB 2

HKI DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
(TRADITIONAL KNOWLEDGE)

A. Sejarah Singkat HKI Sebelum Munculnya Isu Pengetahan Tradisional

Sebelum disatukan dalam Hak kekayaan Intelektudl)(Hhak yang
tergabung dalam HKI ini terdiri hak milik industrigang meliputi paten dan
merek serta desain industri yang berkaitan dengamotogi dan hak cipta yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sastra darrseni.

Konvensi tentang hak cipta diadakan pada tahun IB8Berne, Swiss
yang disebut dengan Konvensi Berne, yang selarguthsevisi lagi di Berlin,
Roma dan Stockholm. Pada tahun 1883 di Paris, Rrahseepakati Konvensi
Paris (Uni Paris) tentang hak milik industrial yakgmudian diikuti dengan
pelaksanaan Konvensi Brussel, Konvensi Washingtbmmvensi Den Haag,
Konvensi London, Konvensi Lisabon dan Konvensi Bbotm. Semua konvensi
tersebut menyangkut tentang pengaturan hak miiistrial.

Pada tahun enam puluhan muncul keinginan negar@aely dunia untuk
membentuk suatu organisasi yang menangani HKIly yggibungan dari hak milik
industrial dan hak cipta yang dimulai dengan berga United International
Bureaux for the Protection of Intellectual PropedtauBureaux Internationaux
Réunis pour la Protection de la Propriété Intellesite (BIRPI) pada tahun 1983
yang menangani masalah hak milik industrial dan dipta. MelaluiConvention
Establishing the World Intellectual Property Orgaaiiontahun 1967 (Konvensi
Stockholm) disepakati suatu konvensi khusus tentanigentuknya organisasi
dunia untuk hak kekayaan intelektual yang dikenahghnWorld Intelectual
Property OrganisatioffWIPO)*°

39 Syahril Effendy Pasarib®eranan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKl) dalam
Mendorong Perkembangan Industri dan Perdagandannal Sistem Teknik Industri Volume 6,
No. 3 Juli 2005, HIm. 34-36

“OWIPO, Convention Establishing the World Intellectual Pedy Organization Pasal 1
menyebutkan: The World Intellectual Property Organization is Bby established
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WIPO sebagai organisasi dunia, menjadi bagian &BB sebagai
pengelola tunggal konvensi tentang HKI yaitu korsietentang hak milik
industrial dan konvensi tentang hak cipta.

Tujuan didirikannya WIPO adalah:

1. mengembangkan perlindungan hukum HKI di seluruhiadumelalui
kerja sama antara negara-negara peserta dan @agjaimternasional
lainnya;

2. menjalin kerjasama dalam bidang administrasi koswkonvensi
internasional dan perjanjian-perjanjian internagionmengenai
perlindungan hukum HK{*

Kelahiran konvensi-konvensi tentang HKI ini adakdbagai upaya dari
negara-negara maju untuk menciptakan suatu pemaytaag bersifat global di
bidang hak kekayaan intelektual seiring dengangmebangan pesat industri dan
perdagangan. Menghadapi keadaan ini negara-negaikenbbang memberi
tanggapan kepada negara-negara maju khususnya kame3erikat dan
Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)agar membuka pasarnya untuk tekstil dan
hasil pertanian negara berkembang.

Kondisi yang kurang kondusif dan semakin merunémdoerakhir pada
tahun 1994 dengan disepakatinya Persetujuan TRIR¥§ Agreemepti Swiss

yang dibuat dengan tujuan:

The protection and enforcement of intellectual by rights should
contribute to the promotion of technological innbea and to the
transfer and dissemination of technology, to théualuadvantage of
producers and users of technological knowledge andh manner
conducive to social and economic welfare, and toaknce of rights
and obligation&®

*!bid., Pasal 3.
*2 Masyarakat Ekonomi Eropa ini kini menjadi Uni Eaofturopean Unioh

*3WTO, Agreement on Trade-Related Aspects Of Intelle®ugperty Rights Article 7.
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Secara umum isi pokok dari Persetujuan TRIPs afdara

1. meningkatkan perlindungan terhadap HKI dan produldpk yang
diperdagangkan;

2. menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak memdlad
kegiatan perdagangan;

3. merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksaparlindungan
terhadap HKI;

4. mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kegmas
internasional untuk menangani perdagangan hasilajselan atau
bajakan HKI dengan tetap memperhatikan berbagajaugang telah
dilakukan oleh WIPC?

Isu HKI berkembang menjadi isu yang semakin kompldiarena
menyangkut kepentingan ekonomi dan politik. Ditambdagi sejak lahirnya
TRIPs, HKI semakin berkaitan erat dengan isu ekoran perdagangan. Hal ini
terlihat jelas dari upaya negara ekonomi maju sepearerika Serikat dan negara-
negara MEE yang meminta agar negara-negara berkembaengaktifkan
perlindungan HKI di negara masing-masing sebagadi-balik dalam kegiatan

perdagangan internasional.

B. Sejarah Munculnya Isu Pengetahuan Tradisional

Sebelum masuk menjadi isu HKI, isu mengenai hak{pakduduk asli
(Indigenious Righ?s yang pada perkembangannya menjadi isu seputar
pengetahuan tradisional merupakan isu yang terusjacieperdebatan dalam
beberapa tahun terakhir. Dimulai sejak awal dekée#0-an masalah
perlindungan pengetahuan tradisional menjadi isermasional terutama setelah
disepakatinyaUnited Nations Convention on Biological Diversifionvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragamyati¥t pada tahun 1992
yang menetapkan bahwa pemanfaatan pengetahuasidrediterkait penggunaan

* pasaribuop. cit, him. 34-36.

*5 Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia miei Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1994 tentang Pengesahddnited Nations Convention On Biological DiversiffKonvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragbiangati), LN. Tahun 1994 Nomor 41,
TLN. Nomor 3556.
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sumber daya genetika harus menetapkan prinsip pgarbkeuntungan yang adil
(equitable sharing of benefikepada masyarakat tradisional sebagai pemilik asl
dari pengetahuan tradisional tersefuMunculnya kasus-kasus terkait isu ini
seperti: beras Basmdfi kasus kunyit trmeric casg*® dan kasus-kasus lain
seputar penyalahgunaan sumber daya biologis dabhesutiaya genetika ataupun
kasus-kasus yang berhubungan dengan pengetahudisiotmal menjadi
katalisator dari pembahasan perlindungan pada aklpanduduk asli khususnya
pengetahuan tradisional.

Di Indonesia sendiri, perlindungan pengetahuanidi@aal menjadi isu
yang sangat mendesak mengingat sebagian besarukgant ekonomi dari
perdagangan internasional terkait warisan asldigranal) dinikmati oleh pihak-
pihak dan institusi yang bukan penduduk #slBeberapa tahun terakhir,
kesadaran akan pentingnya memberikan perlindungarygtahuan tradisional
yang dianggap sebagai warisan budaya yang dinoléh penduduk asli semakin
meningkat. Terdapat anggapan bahwa untuk hal-hehte, sistem HKI yang ada
saat ini cenderung memihak mereka yang memilikinaédgi tinggi dan

‘mengorbankan’ pemilik asli kekayaan intelektual nga pada akibatnya

% Basuki Antariksa,”Kepentingan Indonesia terhadagk Hatas Indikasi Geografis,
Sumberdaya Genetika, Pengetahuan Tradisional diétoio Makalah dibuat untuk melengkapi
Proceeding hasil Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang TeaghaHak Atas indikasi
Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuadisitraal, yang diadakan pada 6 April
2005. him. 92.

4" Kasus beras Basmati merupakan sengketa mengekaipdten antara Ricetec
(Perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikenpgah India. Sengketa ini berawal dari
pemberian hak paten untuk produk beras Basmati Blefmerintah Amerika Serikat kepada
Ricetec. Pemberian hak paten ini mendapat reakaskeari India yang selanjutnya menggugat
pemberian hak paten tersebut. Sengketa ini berdkingan pembatasan hak paten yang diberikan
kepada Ricetec.

“8 Kasus kunyit the turmeric casemerupakan sengketa hak paten penyembuhan dengan
menggunaan kunyit antara Suman K. Das dan HariRHatohly, yang terasosiasikan dengan
University of Mississippi Medical Centrgsebagai pemegang paten semenjak desember 1993)
melawanindian Council of Scientific and Industrial ResgarCSIR) yang bertempat dinited
State Patent and Trademark Offig¢SPTO). Pemaparan mengenai kasus ini dapat diiala 3.

9 Cita Citrawinda, “Kepentingan Negara Berkembanthadap Hak Atas Indikasi
Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuadisimaal’. Makalah disampaikan pada
Lokakarya Kepentingan Negara Berkembang Terhaddp Atas Indikasi Geografis, Sumber
Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, 6 200b. him. 18.
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mempermudah dan meningkatkan intensitas eksplogksinomi dan erosi
kebudayaan masyarakat adli.

Kolonialisasi yang kini digantikan oleh globalisakebudayaan oleh
berbagai media telah membawa tren baru yang saeagath nilai-nilai
materialistis;* nilai yang mengukur segala sesuatu berdasarkamgmtigi yang
dapat dinilai secara ekonomis. Menurut Cita Citradai, nilai-nilai materialistis
ini gagal mempertimbangkan perpaduan antara kdasjnsistem ekologi atau
ekspansi mental dan spiritual masyarakat yang merkkampak tren inf. padahal
perpaduan ini mempunyai pengaruh signifikan padag@®huan tradisional
penduduk asli. Walaupun negara-negara berkembashak tmemiliki basis
teknologi kuat yang bermanfaat bagi perlindungam eksploitasi HKI, negara-
negara ini memiliki sumber daya genetika dan peigetn tradisional yang
bernilai bagi mereka dan sebagian besar belahaia.futNamun demikian,
sumber daya genetika dan pengetahuan tradisiondidisk termasuk dalam
sumber-sumber HKI dalam arti yang dipahami Rezin s#@t ini>*

Keadaan ini menimbulkan sejumlah isu yang sulit geeai apakah dan
bagaimanakah sumber-sumber ini harus berinteralksidthilai oleh sistem HKI
yang ada saat ini. Hal ini mengingat pengetahuadidional membutuhkan
perlindungan dan pembagian keuntungan yang adilkupemilik aslinya®
Permasalahan yang selama ini muncul ketika membaleagenai pengetahuan
tradisional adalah terbukanya kemungkinan untukgaksploitasi pengetahuan
tradisional dengan menggunakan sistem HKI yangakerlluas saat ini.
Permasalahan lain yang juga muncul dalam upayangerigan pengetahuan

tradisional adalah perbedaan nilai yang dianut glehgetahuan tradisional dan

%0 bid.
> |bid., him. 19.
52 |pid.
% |bid.

** pengecualian dari hal ini tentunya mengenai surdhga genetika yang telah diatur
dalam konvensi tersendiri yaitinited Nations on Biological Diversity 1992

%5 Citrawinda,op. cit., him.20.
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sistem HKI di mana pengetahuan tradisional berdifanhunalistik sedangkan
sistem HKI bersifat individualistik. Perbedaan nilani pada akhirnya
menyebabkan tidak efektifnya perlindungan pengetahuradisional jika
menggunakan sistem HKI yang ada saat ini.

Dengan latar belakang ini, maka WIPO dalam Sidarged Umum
(General Assemb)ypada bulan Desember 2000 membentikrgovernmental
Committee on Genetic Resources, Traditional Knogdednd Folklore(IGC
GRTKF). Mandat dari IGC GRTKF ini adalah mencanrkengkinan membentuk
konvensi multilateral yang dapat menjadi kerangk&um untuk mengatur
perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genpakgetahuan tradisional dan
folklor.>® Dengan dibahasnya isu pengetahuan tradisional \W&PO sebagai
organisasi resmi yang mewadahi HKI, maka pengetalmaaisional secara resmi

masuk ke dalam rezim HKI.

C. Pengertian Pengetahuan Tradisional

1. Pengetahuan Tradisional dalamThe United Nations Convention on
Biological Diversity 1992 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Keanekaragaman Hayati 1992)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keasagkman Hayati
(selanjutnya disebut Konvensi Keanekaragaman Hagagrupakan hasil upaya
dari negara-negara berkembang dalam mengakomodgmntingan mereka
terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Melalaniensi ini, di samping untuk
mewujudkan pembagian keuntungan yang adil terutamak negara-negara
berkembang sebagai pemilik sumber daya, dilakukaga jupaya untuk
memperoleh teknologi negara-negara maju melali t&@knologi yang penting

bagi pertumbuhan negara-negara berkembang.

* Antariksa op. cit, him.92-93. Lihat juga situs resmi dari WIPO:
www.wipo.int/tk/en/igcl Situs terakhir diakses pada tanggal 28 Mei 20D1.dalam situs
resminya, WIPO menyatakan, “Established by the WiBéneral Assembly in October 2000
(document WO/GA/26/6), the WIPO Intergovernmentain@ittee on Intellectual Property and
Genetic Resources, Traditional Knowledge and Fo&klIgIGC) is undertaking text-based
negotiations with the objective of reaching agreetmen a text of an international legal
instrument (or instruments) which will ensure tHéeetive protection of traditional knowledge
(TK), traditional cultural expressions (TCEs)/falké and genetic resources.”
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Di dalam konvensi yang mengatur mengenai keane&arag hayati ini,
terdapat beberapa ketentuan yang menyebutkan mneEngpengetahuan
tradisional. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Paga huruf (j) yang
mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagakineiKnowledge, innovation
and practices of Indigenous and local communitiesbedying traditional
lifestyles relevant for the conservation and susible use of biological
diversity™’

Pada penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa ddétamensi Keanekaragaman
Hayati 1992, pengetahuan tradisional ditafsirkabagai pengetahuan, inovasi
dan praktek dari penduduk asli atau komunitas lglalg berwujud gaya hidup
tradisional terkait dengan konservasi dan pemakalmrkelanjutan dari
keanekaragaman hayati. Dari sini dapat dilihat [@alpgnafsiran pengetahuan
tradisional menekankan dalam konvensi ini menekameala perilaku tradisional
penduduk asli demi kelangsungan keanekaragamarti.hdgadapat dua unsur
penting dalam definisi ini, yaitu unsur tradisiodain keanekaragaman hayati.

Di samping pada pasal tersebut di atas, ketentaag ynemuat perihal
pengetahuan tradisional juga dapat dilihat padaiabagertimbangan yang

menyebutkan:

Recognizing the close and traditional dependenaeariy indigenous
and local communities embodying traditional liféssyon biological

resources, and the desirability of sharing equiyabkenefits arising
from the use of traditional knowledge, innovatiomsd practices

relevant to the conservation of biological diveysaind the sustainable
use of its components

Bagian ini menyatakan dengan jelas pengakuan yaberikan oleh
Konvensi Keanekaragaman Hayati pada kedekatan d#@rgantungan dari
banyak penduduk asli dan komunitas lokal yang bprdvgaya hidup tradisional
pada sumber daya hayati. Di samping itu, bagiajuog menegaskan keinginan

dari konvensi ini untuk memenuhi pembagian keurdmng/ang adil dari

*" United NationsPnited Nations Convention on Biological Diversi992, Pasal 8 (j).

*8 United NationsUnited Nations Convention on Biological Diversi§9R, par. 12.
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penggunaan pengetahuan tradisional, inovasi-inos#asi praktek yang relevan
dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemnakairkelanjutan dari

komponen-komponennya.

2. Pengetahuan Tradisional menurut UNESCO dalamConvention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003

Convention for the Safeguarding of the Intangiblalt@al Heritage
2003° merupakan konvensi lanjutan daBionvention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritagg972. Perbedaan paling mencolok
dari kedua konvensi ini terletak pada objek yangtutnya. PadaConvention
Concerning the Protection of the World Cultural ahdtural Heritage 1972
pengaturan menitikberatkan pada warisan budaya lpargfat benda berwujud,
sedangkan pad&onvention for the Safeguarding of the Intangiblelt@al
Heritage2003 lebih mengkhususkan pada warisan budaya y@aiglierwujud.

Dalam Convention for the Safeguarding of the Intangiblelt@al
Heritage of 2003 UNESCO menggunakan istilahtangible cultural heritage
(warisan budaya tak berwujud) yang mirip denganind®f pengetahuan
tradisional yang digunakan oleh WIPO. Meskipun Kigeersis sama, terdapat
beberapa unsur yang bersinggungan antaemngible cultural heritagedengan
pengetahuan tradisional yang menarik untuk dicarmat

Pada Pasal 2 ayat (IJonvention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritagemendefinisikarintangible Cultural Heritagesebagai: praktek,
gambaran, ekspresi, pengetahuan, keahlian (sepsirtimen, objek, artifak dan
ruang budaya yang diasosiasikan dengan hal ini)kdanunitas, kelompok dan
(di beberapa kasus) individu diakui sebagai badi@m warisan budaya mereka.
Warisan budaya tidak berwujud ini, yang diwariskdari generasi ke generasi,
secara konstan diciptakan kembali oleh komunitask#dgompok sebagai respons
terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka deafmn dan sejarah mereka,

dan memberikan mereka identitas dan kelangsungaekmedi mana hal ini

%9 Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia miei Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tent&®ngesahan Convention For The Safeguarding Of The
Intangible Cultural Heritage(Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya TaklagnLN.
Tahun 2007 Nomor 81.
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menciptakan rasa hormat pada keanekaragaman bddaykreativitas manusia.
Demi Kepentingan dari konvensi, pertimbangan dikazeri semata-mata pada
warisan budaya tak berwujud yang sesuai dengarumet hak asasi manusia
internasional yang ada sepeti kebutuhan untukgatienghargai antar komunitas,
kelompok dan individu, dan perkembangan yang barietan®°

Pada ayat 2 dari pasal ini juga disebutkan bahwasara budaya tak
berwujud ini dimanifestasikan dalam beberapa bidang, anra tradisi dan
ekspresi lisan termasuk bahasa sebagai wadah dasaw budaya tak berwujud,
seni pementasan, praktek sosial, ritual, festigatifal, pengetahuan dan praktek

terkait alam dan alam semesta dan keahlian tramikid

3. Pengetahuan Tradisional menurut WIPO dalam The Protection of
Traditional Knowledge: Revised Objectives and Principles

Sebagai organisasi yang mengatur rezim HKI yamg lerlaku, WIPO
terus berusaha untuk memberi definisi yang sesuakiypengetahuan sebagai isu
yang terus mendapat perhatian dunia internasional i

Meskipun perumusan pengertian pengetahuan tradisiorelalui WIPO

masih dalam masa pembahasan, sejauh ini IGC GR&KhR berhasil membuat

0 UNESCO, Convention for the Safeguarding of the Intangiblelt@al Heritage of

2003, Pasal 2 (1) menyebutkath€ practices, representations, expressions, krayegeskills — as
well as the instruments, objects, artefacts andtucal spaces associated therewith — that
communities, groups and, in some cases, individwgegnize as part of their cultural heritage.
This intangible cultural heritage, transmitted frogeneration to generation, is constantly
recreated by communities and groups in responsthéd environment, their interaction with
nature and their history, and provides them witbease of identity and continuity, thus promoting
respect for cultural diversity and human creativitifor the purposes of this Convention,
consideration will be given solely to such intardgilzultural heritage as is compatible with
existing international human rights instruments, wsll as with the requirements of mutual
respect among communities, groups and individwald, of sustainable developmént

®1 UNESCO,Convention for the Safeguarding of the Intangibiét@al Heritage 2003.
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan:

The “intangible cultural heritage”, as defined irapagraph 1 above, is manifested inter

alia in the following domains:

(a) oral traditions and expressions, including lalage as a vehicle of the intangible
cultural heritage;

(b) performing arts;

(c) social practices, rituals and festive events;

(d) knowledge and practices concerning nature dreduniverse;

(e) traditional craftsmanship.
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draf The Protection of Traditional Knowledge: Revisedd&@tives and Principles,

yang di dalamnya merumuskan pengetahuan tradissehalgai berikut:

“traditional knowledge” refers to the content or Isstance of

knowledge resulting from intellectual activity intaditional context,

and includes the know-how, skills, innovations,cpces and learning
that form part of traditional knowledge systems,daknowledge
embodying traditional lifestyles of indigenous dndal communities,
or contained in codified knowledge systems passefden generations
and continuously developed following any changehénenvironment,
geographical conditions and other factors. It istrimited to any

specific technical field, and may include agricudtiy environmental

and medicinal knowledge, and any traditional knalgle associated
with cultural expressions and genetic resoures.

Terminologi pengetahuan tradisionatraglitional knowledge yang
digunakan oleh WIPO merujuk pada ciptaan-ciptaangyaidasarkan pada
pengetahuan, pertunjukan-pertunjukan, invensi-isverpenemuan-penemuan
ilmiah, desain, merek, nama-nama dan simbol; inésinyang bersifat rahasia;
dan semua Iinovasi lainnya berbasis pada tradisi dptaan-ciptaan yang
dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang istty ilmu pengetahuan, sastra
atau sent® Adapun yang dimaksud dengan berbasis tradisi rii lsérkenaan
dengan sistem-sistem pengetahuan, ciptaan-cipita@gsi-inovasi dan ekspresi
kebudayaan yang biasanya telah diteruskan darrggriee generasi dan biasanya

dipandang berkaitan dengan suatu masyarakat terggiau wilayahnya yang

%2 Definisi dari pengetahuan tradisional ini dapdihei di The Protection of Traditional
Knowledge: Revised Objectives and Principlgsng di bahas dalam Sidang ke-18
Intergovernmental Committee on Intellectual Propednd Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore IGC GRTKF). Dokumen ini dapat diunduh di alamat:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf t8/wipo_grtkf ic 18 5.pdf. Alamat di
situs ini terakhir diakses pada 25 Mei 2011.

substansi dari pengetahuan sebagai hasil dariitaktiintelektual dalam konteks tradisional

termasuk know-how, keahlian, inovasi, praktek damipelajaran yang merupakan bagian dari
sistem pengetahuan tradisional, dan pengetahuan patekat pada gaya hidup tradisional dari
penduduk asli atau yang terkandung di dalam sispemgetahuan yang terkodifikasi yang

diturunkan dari generasi ke generasi dan secara teenerus dikembangkan mengikuti perubahan
di lingkungan sekitar, kondisi geografis dan fakt@innya. Hal ini tidak terbatas pada teknik

dalam bidang tertentu, dan mencakup di dalamnyaoteli pertanian, pengetahuan mengenai
obat-obatan dan lingkungan dan pengetahuan tradisiminnya yang berhubungan dengan
ekspresi budaya dan keanekaragaman hayati.

83 Citrawinda,op. cit, him. 21.
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umumnya telah dikembangkan dengan cara non-sistedsat berkembang secara
terus-menerus sebagai reaksi terhadap perubatgkutigan®*

Kategori dari pengetahuan tradisional termasuk:gpthuan di bidang
pertanian, pengetahuan di bidang ilmu pengetahymengetahuan teknis,
pengetahuan ekologis, pengetahuan yang berhubuthglagan obat, termasuk
obat-obat yang berhubungan dengan penyembuhanngagefahuan yang
berhubungan dengan keanekaragaman hayati, eksjptkkr dalam bentuk
musik, tari-tarian, lagu, desain kerajinan tangaamita, karya seni elemen-elemen
bahasa seperti nama-nama, indikasi geografis dabosisimbol dan properti
kebudayaan yang dapat dipindah-pindaHkafengecualian dari pengetahuan
tradisional ini antara lain: segala hal yang tiddkasilkan dari kegiatan
intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuaaste atau seni seperti sisa

peninggalan manusia, bahasa umumnya dan warisay®uaelam arti lua®.

54 | bid.
S1bid.

% |pid.
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Perbandingan pengertian pengetahuan tradisionakdavensi-konvensi di atas

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Pengertian Pengetahuanrsitaali

Ihwal CBD UNESCO WIPO/ IGC

Lembaga PBB UNESCO WIPO
Istilah vang digunakan Traditional Intangible Cultural Traditional

yang dig knowledge Heritage Knowledge
Hasil usaha intelektual Ya Tidak disebutkan Ya
Dalam konteks tradisional Ya Ya Ya
Terkait dengan kehidupan atau gaya Ya Ya Ya
hidup tradisional
Diturunkan dari generasi ke Tidak disebutkan Ya Ya
generasi
Terus berkembang sesuai kondisi| Tidak disebutkan Ya Ya
lingkungan
Pembatasan Tidak disebutkan Hanya benda tak| Tidak terdapat

berwujud batasan

Keterkaitan dengan Ya Tidak disebutkan|  Tidak disebutkan
keanekaragaman hayati
Keterkaitan dengan Tidak disebutkan Ya Tidak disebutkan
keanekaragaman budaya
Hasil ekspresi Tidak disebutkan Ya Tidak Disebutkan
Tergantung dengan komunitas, Ya Ya Ya
kelompok atau individu
Memberikan rasa identitas Tidak disebutkan Ya Ya

Dari beberapa definisi mengenai pengetahuan toadikiseperti yang
dipaparkan oleh konvensi-konvensi ini, dapat disitk@n mengenai definsi dari
pengetahuan tradisional yaitu, hasil karya ciptasyaeakat tradisional baik
individu ataupun kelompok yang berbasis tradisigyanelekat dan hidup dan
berkembang bersama masyarakat dan lingkungan tepgpafetahuan tersebut
berada. Pengetahuan ini mencakup dan mencakup ldgkngertanian,
pengetahuan mengenai obat-obatan dan lingkungarpelagetahuan tradisional
lainnya yang berhubungan dengan ekspresi budayasuiaer daya genetika.
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Berdasarkan definisi ini dapat ditarik beberapauungng dapat dikatagorikan
sebagai sifat khusus dari pengetahuan tradisicahurut Abdul Bari Azed,
beberapa sifat dari pengetahuan tradisional tetsettara lain®’

1. merupakan hak kolektif komunal;

2. diberikan secara turun-temurun dari generasi kergesn

3. tidak menjelaskan inventornya;

4. mengandung pengertian sebagai sarana konservasdala penggunaan

yang berkelanjutan atas sumber daya hayati;

o

tidak berorientasi pasar;
6. belum dikenal secara luas di dalam forum perdagaitgarnasional;
7. telah diakui dalam konvensi mengenai keanekaragahsmati 1992

sebagai alat konservasi sumber daya alam.

Unsur yang paling mendasar dari pengetahuan teedisiadalah unsur
tradisionalnya. Di samping konteks tradisional,ig@tkonvensi di atas juga
menyebutkan bahwa pengetahuan tradisional menrkiitergantungan yang kuat
pada komunitas, kelompok atau individu dari di mpeagetahuan itu berada.

Persamaan lain yang merupakan persinggungan afeéirasi Intangible
Cultural Heritagedi atas dengan pengetahuan tradisional yang digum#klPO
adalah pada unsur tradisionalnya. Hal ini jugahtetldari beberapa sifat yang
mirip di antara kedua istilah seperti: keterkaitiemgan kelompok atau komunitas
dan diwariskan dari generasi ke generasi—salah sd#t yang khas pada
pengetahuan tradisional. Namun demikian terdapdiepgaan antaréntangible
Cultural Heritage yang dirumuskan oleh UNESCO dengan pengetahuan
tradisional. Perbedaan itu terletak pada unsur yaddan kesenian pada
intangible cultural heritage di mana unsur ini tidak tercakup pada definisi
pengetahuan tradisional.

Berbeda dengan definisi oleh UNESCO dan WIPO yahgrikan secara
mendetail, PBB melalui CBD terkesan hanya memberigambaran umum
mengenai pengetahuan tradisional. Ciri khas defp@egetahuan tradisional oleh
CBD adalah keterkaitannya dengan konteks keanedarag Hayati.

67 Azed,op. cit.,hlm. 12.
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D. Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengahuan

Tradisional

Ketika membahas mengenai pengetahuan tradisiordikaisi geografis
dan sumber daya genetika merupakan isu lain yaladuséikaitkan dengan isu
ini. Keterkaitan ini disebabkan oleh kemiripan kali geografis dan sumber daya
genetika dengan pengetahuan tradisional. AchmadUfear Purba menyatakan
bahwa pembahasan pengetahuan tradisional di foommnaf internasional selalu
dikuti olen pembahasan mengenai indikasi geogdsis sumber daya genetika,
bahkan folklor®® Keterkaitan antara ketiga isu ini akan dipaparlebih lanjut

pada sub-subbab berikut ini.

1. Indikasi Geografis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 rigntaerek,
indikasi geografis adalah:

suatu indikasi atau identitas dari suatu barang) J@arasal dari suatu
tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menuajukkdanya
kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faldtam dan faktor
manusia yang dijadikan atribut dari barang tersefdi#nda yang
digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupateatau label
yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Taedsebut dapat
berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, katabayarhuruf, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertianané@mpat dapat
berasal dari nama yang tertera dalam peta geogrtHis nama yang
karena pemakaian secara terus-menerus sehinggadgebagai nama
tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungéasi-geografis
meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alamarabg hasil
pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil ifriitestentu lainny&®

% Achmad Zen Umar Purbajriternational Regulations on Geographical Indicatin
Genetic Resources and Traditional Knowledg®tesentasi ini disampaikan pada Lokakarya
Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak AtakasidGeografis, Sumber Daya Genetika
dan Pengetahuan Tradisional, 6 April 2005. Penaofisrupakan mantan Direktur Jendral
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Depagr Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

% Indonesia, Undang-Undang tentang Merek, UU Naahfin 2001, LN tahun 2011 No.
110, TLN No. 4131, Penjelasan Pasal 56 ayat (1).
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Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa irdikgeografis adalah
suatu indikasi atau identitas dari satu barang yee@asal dari suatu tempat,
daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkamysd&ualitas reputasi, dan
karakteristik, termasuk faktor alam dan faktor nmaawang dijadikan atribut dari
barang tersebuf. Pada umumnya penanda dari indikasi geografisapatterdiri
dari nama produk yang diikuti dengan nama daeeashpét atau asal produk, kata,
gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsureters Indikasi geografis
merupakan penanda yang menunjuk kepada tempat «laisu daerah produksi
yang menentukan kualitas karakteristik produk yaingaksud.

Hal yang terpenting adalah bahwa produk tersebuidagatkan kualitas
khususnya dan reputasinya dari tempat yang disabutleh indikasi geografis.
Oleh karena kualitas tergantung kepada tempat gspdmaka terdapat hubungan
yang erat antara produk dengan tempat produksnyesaDi samping tempat,
indikasi geografis juga merupakan penanda kualithsisus produk yang
disebabkan oleh faktor manusia yang dapat dijurhpaya di daerah asal produk
dan berkaitan dengan keahlian dan tradisi khusespat asal tersebut mungkin
berupa desa, kota, daerah atau bahkan nama n&géagai contoh dapat dilihat
pada penamaan Swiss atwitzerlandyang dipandang sebagai indikasi geografis
di banyak negara untuk produk yang dibuat di neg@areseperti Switzerland
watchesatauSwiss army knife

Kandungan informasi dalam indikasi geografis menpatiga hal yaitu:
nama produk, daerah asal geografis produk terssdotd kualitas, reputasi atau
karakteristik lain yang disebabkan oleh daerah psaduk. Penjelasan mengenai
tiga unsur ini dapat dilihat pada Persetujuan TEPs

Di samping indikasi geografis terdapat pula istilam terkait isu ini
yaitu appellation of origindanindication of sourcdindikasi asal)Appelation of
origin, yang diatur dalanhisbon Agreement for the Protection of Appellatiohs
Origin and their International Registration 0fl958 (isbon Agreemeint

0 Citrawinda,op. cit, him. 24.

" pada Pasal 22 ayat (1) Persetujuan TRIPs diryatakeographical indications are,
for the purposes of this Agreement, indicationscvidentify a good as originating in the territory
of a Member, or a region or locality in that teoily, where a givemuality, reputation or other
characteristic of the good is essentially attributable to its geographicalgin.”
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merupakan indikasi geografis yang yang lebih spesstilah ini digunakan untuk
produk yang mempunyai kualitas spesifik yang seaksklusif atau secara
esensial disebabkan oleh kondisi geografis di temualuk tersebut diproduk&.
Sedangkan indikasi asal, yang diatur dalam Passlal (2) dan Pasal 1®aris
Convention for the Protection of Industrial Propedf 1883 Paris Conventioh
dan Madrid Agreement for the Repression of Falséeceptive Indications of
Source on Goods df891 Madrid Agreement on Indications of Sourcadalah
tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu goatau jasa. Konsep
indikasi geografis mencakup pengertappellations of origin.

Sejumlah instrumen hukum internasional yang terkamgan indikasi
geografis, antara laifParis Convention for the Protection of Industriaioperty
1883danThe Lisbon Agreement for the Protection of Appieliet of Origin and
Their International Registratiordan Persetujuan TRIPs. Di antara instrumen-
instrumen hukum ini, yang paling besar pengaruhoggi keberadaaan sistem
HKI yang saat ini berlaku adalah Persetujuan TRIPs.

Akhir-akhir ini indikasi geografis semakin mendapagrhatian dunia
internasional, sebagai contoh suatu masukan ke sT&bancil mengakui adanya

kebutuhan untuk melindungi indikasi geografis sedebih efisien:

“considerable potential for commercial use... [as hgvi
stimulated] awareness of the need for more efftqeeatection of
geographical indications™

(“potensi yang besar untuk penggunaan komersialsetelah
menstimulasi] kesadaran akan kebutuhan untuk plertigan
yang lebih efisien terhadap indikasi geografis”)

2 Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasidtenentrian Perdagangan
Republik Indonesia, “Peningkatan Nilai Tambah Koitexl Indonesia dengan Pengembangan
Indikasi Geografis”, Jakarta: Direktorat Kerjasa@n Perdagangan Internasional Kementrian
Perdagangan Republik Indonesia, 2004.

3 Council for Trade-Related Aspects of Intellectuabperty Rights - communication
from Bulgaria, the Czech Republic, Egypt, Icelamadgia, Kenya, Liechtenstein, Pakistan,
Slovenia, Sri Lanka, Switzerland and Turkey, (IW204), introduction and objective par 2.
Dokumen dapat diakses di alamat.  http:/commercénhivto _sub/TRIPS/sub_Trips-
ipcw204.htm. Situs terakhir diakses pada 6 Junil201

" Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasidtenentrian Perdagangan
Republik Indonesiagp. cit.
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Pembicaraan di WIPO telah merefleksikan bahwa paxdéubungan
yang bermanfaat antara indikasi geografis dan upayay lebih luas untuk
melindungi pengetahuan tradisional sebagai isu yeemnkait dengan indikasi

geografis.

2. Sumber Daya Genetika dan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati atau yang dikenal juga desgarber daya
genetika merupakan bahan genetika yang mempunigaipatensial dan aktual,
sedangkan bahan-bahan genetika merupakan segaannbatan yang berkaitan
dengan tanaman, binatang, mikroba atau bahan-baisdn lainnya yang
mengandung satuan fungsi turudan.

Istilah sumber daya genetika tidak dapat disama#tangan istilah
keanekaragaman hayati yang digunakan dalam Kon¥@&aiekaragaman Hayati
1992 dalam artian kata per kata. Istilah keaneleamag hayati tidak hanya
mencakup keanekaragaman genetika, tapi juga keeawstaan spesies,
keanekaragaman ekosistem dan keanekaragaman bugagg memiliki nilai
ekonomis yang tinggi dalam perdagangan internakiateu dapat dikatakan
sebagai aset nasiorfdl.Untuk memberi perlindungan pada keanekaragaman
hayati ini, maka bentuk perlindungan yang diberiladalah melalui indikasi
geografis, pengetahuan tradisional, folklor dan demwasi pelestarian sumber
daya genetika’

Terdapat konflik antara Persetujuan TRIPs dengannv&osi
Keanekaragaman Hayati, yaitu antara Pasal 27 aydt) Persetujuan TRIPs
dengan Pasal 8 (j) Konvensi Keanekaragaman Hayatla Pasal 27 ayat 3 (b)

Persetujuan TRIPs disebutkan:

....plants and animals other than micro-organisnagd essentially
biological processes for the production of plantsanimals other than

> Azed, op. cit.,him. 13.
® Ibid.

7 |bid.

Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Wayan Adhi Prastana, FH Ul, 2012



36

non-biological and microbiological processes. Hoae Members shall
provide for the protection of plant varieties erth#y patents or by an
effective sui generis system or by any combinativereof. The
provisions of this subparagraph shall be reviewedrfyears after the
date of entry into force of the WTO Agreement.

Dalam ketentuan ini dinyatakan bahwa tumbuh-tumbutian hewan-
hewan selain mikroorganisme, dan yang pada esensingrupakan proses
biologis untuk produksi dari tumbuh-tumbuhan danvére selain proses non-
biologis dan mikrobiologi tidak tercakup dalam pat@ang diatur. Namun negara
anggota harus menyediakan perlindungan bagi varigtaaman baik melalui
paten ataupun dengan sisteun generisatau dengan menggunakan kombinasi
dari keduanya.

Pada dasarnya ketentuan ini mengizinkan pemberganpterhadap
beberapa materi genetika atau perlindungan variatesnan melalui hak varietas
tanaman, yang dengan demikian menyebabkan tidadrhditikannya hak-hak
negara asal dari sumber daya genetika tersebual R@sayat 3 (b) tersebut
mengakibatkan terdapat pertentangan antara paenhdk varietas tanaman
dengan pengaturan sumber daya gentika dan keagekaaa hayati pada Pasal 8
() Konvensi Keanekaragaman Hayati. Menurut Pasal (jB Konvensi
keanekaragaman Hayati, pemanfaatan sumber daytakgedan keanekaragaman
hayati harus membeequitable sharing of benefitkepada penduduk lokal di
mana sumber daya tersebut ber&$&edangkan, menurut undang-undang paten
dan undang-undang perlindungan varietas tanamdmaergan melalui kedua
rezim HKI ini akan memberikan hak ekslusif hanyalgaribadi pemegang hak
tersebut saj&’®° Dapat dilihat bagaimana ketentuan ini salaingemaingan satu
sama lain.

Persetujuan TRIPs juga tidak memberikan batasaartgrperlindungan

paten yang berasal dari pengetahuan tradisionalakTiadanya batasan ini

8 United NationsPnited Nations Convention on Biological Diversi§9p, Pasal 8(j).

" Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten, UU N&@alin 2001, LN Tahun 2001
No. 109, TLN No. 4130.

8 Undang-Undang Tentang Perlindungan Varietas Tanabid No. 29 Tahun 2000, LN
Tahun 2000 No.241, TLN No. 4043.

Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Wayan Adhi Prastana, FH Ul, 2012



37

mengakibatkan terbukanya peluang pemberian patéradap bahan genetika
melalui hak varietas tanaman yang merupakan pemggatradisional dari suatu
daerah. Ketentuan ini juga bertentangan dengan | P&sdj) Konvensi
Keanekaragaman Hayati yang memberikan perhatitiadap pemeliharaan dan
pelestarian pengetahuan tradisional serta komulttad yang berkaitan dengan
konservasi dan pelestarian penggunaan keanekaragdmagati. Dengan kondisi
instrumen hukum yang seperti ini, permasalahan yaimgdapi oleh sumber daya
genetika adalah terbukanya kemungkinan eksplosiasiber daya genetika oleh
individu-individu atau perusahaan yang memanfaatkamber daya genetika
milik bersama untuk kepentingan senétri.

Melalui pemaparan di atas dapat dilihat bagaimaean&karagaman
hayati dan indikasi geografis saling berkaitan s#ma lain. Menurut Achmad
Zen Umar Purba, ketika kita membahas mengenai pemgen tradisional,
sumber daya genetika dan indikasi geografis, isudmpat dikelompokkan
menjadi dua tema besar yaitu: sumber daya gengtikgpengetahuan tradisional
dan Indikasi geografi& Khusus untuk pengetahuan tradisional dan sumbger da
genetika, di dalam pembahasan secara luas biaaigkdik dengan isu folklor.

Marc Glodkowski, ketika membandingkan pengetahueadigional,
keanekaragaman hayati dan indikasi geografis, begmat bahwa indikasi
geografis dan keanekaragaman hayati merupakan rbadgai pengetahuan
83

tradisional:® Sebagai tambahan, ia membuat bagan yang mengdambar

hubungan ketiga isu ini:

8 Citrawinda,op.cit, him. 22.
8 purbaop.cit

8 Marc Glodkowski, Traditional Knowledge (TK), Biodiversity (BD) Geaghical
Indications (GI)”. Makalah disampaikan pada Lokakarya Kepentingamgake Berkembang
Terhadap Hak Atas indikasi Geografis, Sumber Dagadiika dan Pengetahuan Tradisional, 6
April 2005. Pada makalah ini Marc Glodkowski memkan, We can say that Geographical
Indications (GI's) and Biodiversity are includedTmaditional Knowledge.”.
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Traditional Knowledge (wipo)

Geographical
Indication

Biodiversity

Bagan 1 Hubungan Pengetahuan Tradisional, Keanekagamaan Hayati
dan Indikasi Geografis menurut Marc Glodkowski

Dengan meminjam bagan yang diberikan oleh Glodkgwslapat dilihat

bagaimana hubungan antara pengetahuan tradisikeaiekaragaman Hayati dan
Indikasi Geografis. Pada bagan dapat dilihat balpeagetahuan tradisional
mempunyai lingkup paling luas yang mencakup keamglkanan hayati dan
indikasi geografis di dalamnya. Pada bagan dapatatijuga bahwa terdapat
irisan antara indikasi geografis dan keanekaragah@smati, di mana beberapa
bagian dari indikasi geografis masuk ke dalam lupgkeanekaragaman hayati.

E. Persetujuan TRIPs, HKI dan Pengetahuan Tradisional

Sebagaimana pembahasan HKI tidak dapat lepas dambghasan
Persetujuan TRIPs, begitu pula dengan pengetahadisional yang hingga kini
masih dirangkul oleh HKI. Pembahasan mengenai pgage pengetahuan
tradisional menjadi tidak lengkap jika tidak dibaldengan mengkaitkan antara
pengetahuan tradisional dengan Persetujuan TRIRg iy&rupakan pondasi dari
rezim HKI yang ada saat ini.

Persetujuan TRIPs menjadi instrumen hukum yangatamgmpengaruhi
praktik perlindungan HKI terutama terkait aktifitggerdagangan internasional
sejak berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia Wa@apgahun 1995. Hal ini
karena Persetujuan TRIPs merupakan bagian daet@gran WTO yang menjadi
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dasar dari berdirinya organisasi ini. Sebagai hasil perundingan yang
dilakukan selama delapan tahun, WTO mengikat negagara anggotanya untuk
menjalankan perjanjian-perjanjian perdagangan ydisgpakati (termasuk di
dalamnya persetujuan TRIPs) ataupun melakukan paajgn dari hukum
nasional masing-masing negara yang diikuti dengankss-sanksi apabila
dilakukan penyimpangan dari ketentuan ini.

Persetujuan TRIPs mengatur mengenai standar minipangaturan HKI
beserta lingkupnya. Secara garis besar, hal-ha garus dilindungi oleh Negara-
negara peserta TRIPs adalah Hak Cipta, Merek, asdilkGeografis, Desain
Industri, Paten,Layout Designs of Integrated CircuiRahasia Dagang, dan
Control of Anti-Competitive Practices in Contrackuacences Hal-hal inilah
yang selanjutnya menjadi inti dari Rezim HKI yargglaku saat in?*

Pengetahuan tradisional, jika dibandingkan dengexminr HKI yang
lainnya memiliki keunikan yang membuatnya tidak atagisamakan dengan
rezim HKI yang ada saat ini. Berikut adalah persamalan perbedaan

pengetahuan tradisional menurut Abdul Bari Azed:

8 Lihat: Section1-8 Persetujuan TRIPs.
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Tabel 2.2 Persamaan Pengetahuan Tradisional dan HK3

Pengetahuan
Unsur HKI Tradisi(g)naI/FoIhor
1. Kreasi manusia v v
2. Sumber daya intelektual v 4
3. Modal intelektual v v
4. Merupakan Hajat kehidupan v v
5. Interaksi sosial /dan alam v 4
6. Merupakan Eksploitasi alam (HKI Intensif,v' v
TK/Folklore low intensivedan
7. Perlu penghargaan v v
Tabel 2.3 Perbedaan Pengetahuan Tradisional dan HR$
Pengetahuan
P g TradisignaI/FoIklor
1. Hasil Kreasi Individu v
2. Hasil Kreasi kelompok individu atau kelompok v
masyarakat
3. Perubahan bersifat pembawaan terhadap nilai-nila| v
atau konsep tradisional
4. Konservasi terhadap nilai-nilai atau konsep tradiai v
5. Kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas | v
6. Kompetensi dan kompetisi lebih bersifat lokal v
7. Nilai-nilai ilmiah mendasari perubahan dan tuntutan v/
kebutuhan
8. Nilai-nilai tradisional mendasari tuntutan kehidopa v
9. Bersifat universal. v
10. Terikat dengan karakter dan nilai adat istiadat v
setempat.

% Lihat: Azed,op. cit.,him. 12-13.

8 | pid.
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Melalui Tabel 2.3, dapat dilihat bahwa keunikan getahuan tradisional
terdapat pada unsur tradisional, nilai-nilai yaregsifat komunal/kelompok dan
keterkaitannya pada adat istiadat setempat. Danugekeunikan tersebut, yang
dapat dikatakan sebagai aspek fundamental dariepsmgan tradisional adalah
unsur tradisionalnya yaitu hanya sepanjang karygekalan penggunaannya
merupakan bagian dari tradisi kebudayaan komufiitas.

Di dalam Persetujuan TRIPs, tidak terdapat ketentuaengenai
pengetahuan tradisional. Namun demikian, terdapaigaturan yang dapat
bersinggungan dengan pengetahuan tradisional dati si\egara. Persinggungan
ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat dari tidetdapatnya batasan dalam
pemberian hak paten yang berasal dari pengetahaalisif® Tidak adanya
batasan ini mengakibatkan dimungkinkannya pembep@ten terhadap bahan
genetika melalui hak varietas tanaman yang merupakagetahuan tradisional
dari suatu daerah. Ketentuan ini bertentangan daeri®@msal 8 (j) Konvensi
Keanekaragaman Hayati yang memberikan perhatituadep pemeliharaan dan
pelestarian pengetahuan tradisional serta komuldkad yang berkaitan dengan
konservasi dan pelestarian penggunaan keanekaragdragati.

Peraturan perundang-undangan HKI yang ada saadmieh peraturan
yang dibuat berdasarkan konsep hak kebendpampdrty) dan kepemilikan
(ownership)yang bersifat perdafd.Hal ini juga merupakan akibat Persetujuan
WTO (WTO Agreemeit yang mengharuskan negara-negara peserta untuk
meratifikasi sejumlah ketentuan, termasuk di bid&gl sehingga memaksa
mereka untuk menyesuaikan beberapa ketentuan bibigdengan hukum
nasionalnya. Tujuan dari pengakuan hak-hak perarangtas benda yang
berharga ini adalah untuk memungkinkan eksploigkginomi oleh pemegang
hak-hak tersebut. Di samping sebagai sarana untudnikmati hasil

intelektualitasnya, hak ini juga merupakan imbalatas usaha yang telah

87 Citrawinda,op. cit, him.27
8 Azed,op. cit., him. 14.

#Dalam Persetujuan TRIPs dinyatakaRetognizing that intellectual property rights are
private right?”.
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dilakukan dan diharapkan dengan diberikannya inmbdégpat memacu pemegang
hak untuk melakukan inovasi dan invensi.

Sementara itu bagi penduduk ashdigenous peopjeatau masyarakat
tradisional, konsep kepemilikan perorangan ini mpekan sesuatu yang asing dan
tidak menguntungkaff. Kreasi yang dilakukan oleh penduduk asli lebih
memprioritaskan pada kepentingan-kepentingan kedéngpau komunitas secara
keseluruhan, oleh karena itu kepemilikan individiasapengetahuan bersifat
kolektif. Apresiasi atas karya-karya pengetahuadisional asli secara sederhana
tidak berdasarkan pada kualitas estetika, melainkdoh didasarkan pada
kemampuan individu pencipta untuk merefleksikan dyad dan kehidupan
komunitas pada pengetahuan tersébiRewarisan pengetahuan tradisional dari
generasi ke generasi cenderung dilakukan secaftamlvataupun visual sesuai
dengan daya ingat pewarisnya. Ketika kebudayaan siaatu masyarakat
dimusnahkan, maka sifat kolektif dari kebudayaansyaeakat tersebut juga

hancur’?

F. Pengetahuan Tradisional di Indonesia
1. HKI di Indonesia

Sebelum membahas pengaturan pengetahuan tradigioimaonesia, ada
baiknya untuk menjelaskan secara singkat pengatdi@indi Indonesia sejak
pertamakali dibuat hingga sekarang. Pembahasamnelevan untuk dilakukan
mengingat pengaturan pengetahuan tradisional donkesia masih termasuk
dalam rezim HKI yang ada.

Di Indonesia, Sistem HKI dimulai sejak masa Penahan Kolonial
Belanda yaitu dengan dikeluarkannya keputusan BeJanda yaitu Reglemen
Milik Industri Tahun 1912 Stb 1912 No0.545 Juntct $913 No.214 yang juga
diberlakukan di Hindia Belanda yang mengatur metaang. Hak paten mulai
dilaksanakan di Hindia Belanda pada tanggal 11R4i2 dengan dikeluarkannya

% Citrawinda,op. cit.,hlm. 18.
bid., him. 19.

92 |pid.
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Oktroiwet1910 tentang Hak Oktroi (Paten). Begitu juga keten mengenai hak
cipta dimulai dengan dikeluarkanngaterswet1 912

Dengan kemerdekaan Indonesia sejak diproklamasikaAgustus 1945
maka, Undang-Undang Merek Dagang dan Undang-Undliagz Cipta,
berdasarkan Pasal Il aturan peralihan UUD 194% tetalaku sedan@ktroiwet
1910 tidak berlaku lagi karena kewenangan pembehiak paten menurut
Oktroiwettersebut berada di tangan Kan@iktroiwetBelanda di Negeri Belanda
sehingga bertentangan dengan UUD 1945 dan jiwdarasi.

Untuk mengisi kekosongan hukum di bidang hak paimta tahun 1953
Pemerintah RI melalui Pengumuman Menteri Kehakinf&in No.j.S.5/41/4/
tanggal 12 Agustus 1953 dan No0.J.6.1/2/17 tanggaDRtober 1953 menerbitkan
ketentuan tentang penyelenggaraan permintaan mhténdonesia menunggu
terbitnya undang-undang paten nasional.

Sejak tahun 1961 Indonesia telah memiliki undandamg merek nasional
dengan diundangkannya Undang-Undang No.21 Tahurl 186tang Merek
Perusahaan dan Perniagaan yang dikenal sebaganginddang nasional
pertama di bidang HK}* Kelahiran peraturan perundang-undangan ini
sehubungan dengan semakin banyaknya beredar baasaugg yang mempunyai
merek tiruan di pasar sehingga membingungkan malsgarumum. Undang-
undang ini menganut sistem Deklaratif yaitu peraiikmerek adalah pemakai
pertama merek sedang pendaftaran fungsinya hamjala@mda klaim dari pihak
ketiga atas merek tersebut.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya normaniagm dan
semakin majunya komunikasi dan pola perdagangaar &#aingsa serta semakin
maraknya permintaan merek maka pemerintah merevidang-Undang No.21
Tahun 1961 dengan Undang-Undang No.19 Tahun $082berapa ketentuan
dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961 disempurnatan dirombak

% pasaribupp. cit, him. 34-36

** Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek PerusatemMerek Perniagaan, UU No.
21 Tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 290, TLN NO. 2341.

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek, UU NoTdl8un 1992, LN Tahun 1992
No. 81, TLN. No. 3490.
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termasuk sistem deklaratif yang diubah menjadiesiskonstitutif yang lebih
menjamin kepemilikan merek sejak pendaftaran meedsai dilakukan.

Dalam bidang hak cipta, pada tahun 1982 diundangkahang-Undang
No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta menggantikaterswetl912 tentang Hak
Pengarand® Setelah berjalan lima tahun Undang-Undang No.6ufiah982
direvisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198fatgy perubahan atas
Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Ciptiintuk melengkapi
peraturan perundang-undangan di bidang HKI, pabdantd 989 pemerintah RI
mengundangkan pula Undang-Undang No.6 Tahun 198trng Paten yang
dimaksudkan untuk mewujudkan iklim dan perangkafiqmpungan hukum di
bidang penemuan teknologiSebenarnya dengan ketiga undang-undang tersebut
Indonesia telah memiliki instrumen pokok HKI daldmdang paten, merek dan
hak cipta.

Pada perkembangannya tahun 1997 Pemerintah Rl @& merevisi
semua Undang-Undang HKI tersebut, di antaranya:adgdndang No. 12
Tahun 1997 tentang Hak Cipth,Undang-Undang No.13 Tahun 1997 tentang
Paten® dan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang M&fek.

Sebagai akibat dari Persetujuan TRIPS Tahun 1994 masuknya
Indonesia menjadi anggota WTO, Indonesia harus taekambali semua
perundang-undangan HKI yang ada untuk melakukanygsemian hukum

nasional dengan Konvensi-Konvesi HKI sebagaimaméudidalam Persetujuan

%“Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UUB\Bahun 1982, LN Tahun 1982
No. 15, TLN. No. 3217.

“Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan ataangrdndang No. 6 Tahun 1982
Tentang Hak Cipta, UU No. 7 Tahun 1987, LN Tahu87.Blo. 42, TLN No. 3362.

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Paten, UU Natuit 1989, LN Tahun 1989 No.
39, TLN. No. 3398.

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan AtdangnUndang Nomor 6 Tahun
1982 Tentang Hak Cipta, UU No. 12 Tahun 1997, LKura1997 No. 29, TLN. No.3679.

1% |ndonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan AtdatgaUndang Nomor 6 Tahun
1989 Tentang Paten, UU No. 13 Tahun 1997, LN Td98v¥ No. 30, TLN. No 3680.

1% |ndonesia, Undang Undang Tentang Perubahan AtdargaUndang Nomor 19
Tahun 1992 Tentang Merek, LN Tahun 1997 No. 31, NGOl 3681.
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TRIPs. Untuk merealisasikan hal ini, Pemerintahamdyak undang-undang HKI
yang ada dan mengundangkan sejumlah undang-undamgyaitu:

1. Undang-Undang No. 29 tahun 200 tentang PerligalinVarietas

Tanaman’?

2. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang RalRasjang'®®

3. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desainstri %
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang TataaklLeSirkuit

Terpadu!®

5. Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang P&fen;
6. Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Mé&tettan

7. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang HalkaG{pt

2. Pengetahuan Tradisional dalam Hukum Positif Indoesia

Di Indonesia, pengaturan pengetahuan tradisiongéatddilihat pada UU
No. 5 tahun 1994 tentang Pengesabaited Nations Convention on Biological
Diversity 1992dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terittalg
Cipta.

UU No. 5 tahun 1994 pada dasarnya merupakan undag@ng yang

dibuat dalam rangka mengesahk@énited Nations Convention on Biological

92 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindunganet&si Tanaman, UU No. 29
Tahun 2000, LN Tahun 2000 No.241, TLN No. 4043.

193 |ndonesia, Undang-Undang Tentang Rahasia Dagdddyd) 30 Tahun 2000, LN
Tahun 2000 No. 242, TLN. No. 4044.

1% |ndonesia, Undang-Undang Tentang Desain IndugttiNo. 31 Tahun 2000, LN
Tahun 2000 No. 243, TLN. No. 4045.

195 Indonesia, Undang-Undang Tentang Tata Letak Sifkeripadu, UU No. 32 Tahun
2000, LN Tahun 2000 No. 244, TLN No. 4046.

1% |ndonesia, Undang-Undang Tentang Paten, UU N&@.ahtin 2001, LN Tahun 2001
No. 109, TLN No. 4130.

197 Indonesia, Undang-Undang Tentang Merek, UU NoTaisun 2001, LN Tahun 2001
No. 4130, TLN. 4131.

198 |ndonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta, UUDoTahun 2002, LN Tahun
2002 No. 85, TLN. No. 4220.
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Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati) agar menjadihsatu hukum
positif di Indonesia. Sebagai hukum positif, komrsiemi menghendaki agar
negara anggota dari konvensi untuk tunduk pada npeng-undangan
nasionalnya dalam rangka mengelola pengetahuansitaal seperti yang

disebutkan dalam Pasal 8 huruf (j):

Subject to its national legislation, respect, prese and maintain
knowledge, innovations and practices of indigenaus local ommunities
embodying traditional lifestyles relevant for theonservation and
sustainable use of biological diversity and promibeir wider application
with the approval and involvement of the holderssaoth knowledge,
innovations and practices and encourage the eqlataiaring of the
benefits arising from the utilization of such kneeldge, innovations and
practices:

Ketentuan pada pasal di atas menghendaki agaranagggota konvensi
melakukan upaya untuk menghormati, melindungi, daempertahankan
pengetahuan, inovasi-inovasi, dan praktik-praktiksyarakat asli dan lokal yang
mencerminkan gaya hidup berciri tradisional melalukum nasionalnya. Upaya
ini disesuaikan dengan konservasi pemanfaatan aecdaerkelanjutan
keanekaragaman hayati dan memajukan penetapanogeadebih luas dengan
persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuawaisi-inovasi dan praktik-
praktik tersebut semacam itu mendorong pembagiag walil keuntungan yang
dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inavasasi, dan praktik-praktik
semacam itd%°

Di dalam undang-undang hak cipta yang sekarangaterl tidak
disebutkan pengetahuan tradisional secara ekspfiainun secara substantif,
dengan mengacu pada pengertian-pengertian pengatéiaalisional seperti yang
telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, pengetanadisional memiliki
kesamaan substansial dengan istilah folklor yardppat pada Pasal 10 undang-
undang hak cipta. Definisi folklor dari pasal irght dilihat dalam Penjelasan

Pasal 10 ayat (2):

199 Citrawinda,op. cit.,hlm. 27.
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Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaansi@ehl, baik yang
dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam makggr yang
menunjukkan identitas sosial dan budayanya berkimsastandar dan
nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara fustemurun, termasuk:

a. cerita rakyat, puisi rakyat;

b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisipnal

c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;

d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambkiran-ukiran, pahatan,
mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian,ums&n musik dan tenun
tradisionaf*'°

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa d®fioiklor sebagaimana
yang diatur dalam undang-undang ini sejalan dendafinisi pengetahuan
tradisional seperti yang dipaparkan pada subbadls@nya, yaitu terdapat irisan
pada bagian ciptaan tradisional, di mana unsuisiathl ini merupakan unsur
utama dalam definisi pengetahuan tradisional. IBolkeperti yang dijelaskan
pada undang-undang hak cipta ini masuk ke dalamnisiefpengetahuan
tradisional, namun mempunyai lingkup yang lebih gendan terbatas pada
kategori yang disebutkan pada pasal 10. Dalam paisdldak saja dirumuskan
mengenai definisi dari folklor, tapi juga diatur riigdungan yang diberikan
kepada folklor. Dalam Pasal 10 ayat (3) dinyatakbahwa, “Untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut gpada(2), orang yang
bukan warga negara Indonesia harus terlebih daieldapat izin dari instansi
yang terkait dalam masalah tersebut.” Pasal iniyaakan perlindungan yang
diberikan negara kepada folklor Indonesia.

Sampai saat ini UU No. 5 tahun 1994 dan Undang-bgddak Cipta
tahun 2002 masih merupakan satu-satunya instrurakanh di Indonesia yang
mengatur mengenai Pengetahuan Tradisional. Keadadapat dikatakan ironis,
mengingat Indonesia merupakan salah satu negama k@@ akan pengetahuan
tradisional. Terlebih lagi perlindungan terhadaphgetahuan tradisional dari
kedua peraturan perundang-undangan tersebut naagitdari memadai. Pasal 10
ayat (2) Undang-undang Hak Cipta 2002 sebagai saturya ketentuan yang
memberikan perlindungan pada pengetahuan tradlsiondonesia masih

mempunyai banyak kekurangan. Kekurangan ini dapdiaddari kasus ukiran

10 |ndonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Pasgel Pasal 10 ayat (2).
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Jepara. Pada kasus ini pihak asing berhasil memkaft buku katalog yang
berisikan ukir-ukiran Jepara. Padahal berdasarkesalPLO, apabila orang asing
ingin menggunakan folklor Indonesia, maka pihakdbut harus memperoleh ijin
dari Pemerintah Indonesia. Kenyataanya, pada kiasuji tersebut belum ada
namun Kantor HKI menerima pendaftaran terseébut.

Kondisi yang sama juga terjadi di dunia internagipmeskipun negara-
negara berkembang telah lama memperjuangkan penlyash pengetahuan
tradisional, hingga kini masih belum terdapat wmsten hukum yang secara
komprehensif mengatur perihal ini. Selama ini uppgalindungan yang dapat
dilakukan sangatlah terbatas. Selanjutnya pada3Bedan dipaparkan lebih lanjut

mengenai permasalahan ini.

1 Agus Sardjono (c), Membumikan HKI di Indonesiaaf@ung: Nuansa Aulia, 2009).
HIim. 135-136.
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BAB 3
ASPEK-ASPEK HPI PADA PERLINDUNGAN PENGETAHUAN
TRADISIONAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Permakhan HPI

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab 1, sebagaipak dari
perkembangan teknologi komunikasi dan transportashilitas penduduk antar-
negara telah menjadi hal yang wajar. Mobilitas seianjutnya menyebabkan
interaksi budaya yang berpotensi menimbulkan pestahan hukum baru di
bidang HKI yang menyangkut perlindungan pengetahteafisional. Mengingat
pengetahuan tradisional masih bagian dari rezim yHg tercakup pada bidang
hukum privat atau perdata dan hampir semua kasogefsghuan tradisional
melibatkan pihak yang masing-masing tunduk padamis©iukum yang berbeda,
maka pengkajian pengetahuan tradisional dari ssEgi-BiPI menjadi relevan
untuk dilakukan.

Pertanyaan mendasar ketika mengidentifikasi peiaizsa HP1 adalah
apakah yang merupakan hukum atau hukum apakah yaraku? Pertanyaan
pertama dapat diselesaikan dengan mengidentifikdsipertalian primer (TPP)
dari permasalahan sedangkan pertanyaan kedua dbgelesaikan dengan
menggunakan titik pertalian sekunder (TPS) permaasal tersebut. Menurut
Sudargo Gautama, TPP adalah, “titik-titik pertal@ang memberikan petunjuk
pertama apakah suatu hal merupakan masalah ffPéedangkan TPS adalah,
“faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang menentdkstum manakah yang
harus diberlakukan di antara hukum-hukum yang thpékan.**3

Dengan menggunakan TPP untuk mengidentifikasi dpglealindungan
pengetahuan tradisional merupakan permasalahan hBka kemungkinan
jawabannya adalah perlindungan pengetahuan tradisimerupakan isu HPI
ketika pihak-pihak yang bersengketa memiliki keveaegaraan (untuk pribadi
hukum) ataupun tempat kedudukan (untuk badan hukygenp tunduk pada

12 Gautama (c)op. cit.,him. 29.

113 pid., him.34.
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sistem hukum vyang berbeda. Ketika terjadi permhaala menyangkut
pengetahuan tradisional, hampir dapat dipastik&akppihak yang bersengketa
tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Sebagaitcdapat dilihat pada kasus
kunyit (the Turmeric Casedi mana pihak yang bersengketa adalah Suman &. Da
dan Hari Har P. Cohly yang mendaftarkan paten kelpgngobatan dengan
menggunakan kunyit berdasarkan hukum Amerika Sed&alndian Council of
Scientific and Industrial Researchyang didirikan berdasarkan hukum India.
Untuk keadaan ini dicontohkan dan dikaji lebih tdarpada subbab khusus dalam
bab ini.

Selanjutnya, ketika telah diketahui bahwa perlirghm pengetahuan
tradisional merupakan permasalahan HPI, maka péddlkiukan penelusuran lebih
lanjut untuk mengetahui hukum apakah yang berladhadap permasalahan
hukum tersebut. Dalam keadaan ini dapat digunak@8.TMenurut Sudargo
Gautama TPS tersebut antara lain: kewarganegatmatera kapal, domisili,
tempat kediaman, tempat kedudukan, tempat Iletakignda, tempat
dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilaksangkerjanjian, tempat
terjadinya perbuatan melanggar hukum, maksud pahakpdan tempat
diajukannya proses perkard. Untuk menentukan TPS dari permasalahan
perlindungan pengetahuan tradisional ini, maka dappergunakan tempat
diajukannya proses perkara sebagai TPS. Untuk maskgn pemilihan tempat
diajukannya proses perkara sebagai TPS ini, kipatdmengacu pada kastise
Turmeric. Dalam kasus ini Suman K Das dan Hari Har P. Colvrga negara
India yang berdomisili di Amerika Serikat telah nmeroleh hak paten dari
USPTO, lembaga yang berwenang mengatur HKI di Akaefserikat. Oleh
karena itu menurut hukum Amerika Serikat telah ipgac hak paten yang
diberikan pada dua orang ini. Ketika Pemerintaliamderasa pemberian paten ini
tidak semestinya, maka gugatan pemberian paterhanya dapat dilakukan
dengan menggunakan hukum Amerika Serikat. Pengguha&aum Amerika
Serikat sebagai TPS ini tidak terlepas dari pentiaghukum hakim Iéx fori)

114 pid., him 35-71.
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dalam menentukan hukum yang digunakan khususnyamddiukum acara
formil.**°

Di samping tempat diajukannya proses perkara, akma dibahas
mengenai kemungkinan penggunaan konvensi—konveuasunt internasional
(seperti Persetujuan TRIPs, Konvensi Keanekaragahhayati dan konvensi
terkait lainnya) sebagai TPS dalam menyelesaikamagsalahan perlindungan
pengetahuan tradisional ini. Hal ini karena dalastkpmbangannya, hampir
semua kasus hukum yang melibatkan pengetahuarsitiaali berkaitan dengan
konvensi-konvensi HKI khususnya Persetujuan TRIBsringkali, eksploitasi
pengetahuan pengetahuan tradisional dilakukanmleik yang tidak seharusnya
melalui rezim HKI yang ada. Sebagai contoh, kasusyk (Turmeric Case)
menggunakan paten untuk mengeksploitasi pengetatitedisional India.
Mengingat banyaknya tindak eksploitasi pengetahadisional melalui rezim
HKI yang diatur dalam Persetujuan TRIPs, maka pejmk Persetujuan TRIPs
sebagai TPS dalam menyelesaikan permasalaharewmanreuntuk dilakukan.

Selain Konvensi-Konvensi dalam bidang HKI umumnym dPersetujuan

TRIPS Khususnya, Konvensi Keanekaragaman Hayadi jogrupakan salah satu
konvensi terkait pengetahuan tradisional yang ted@atifikasi oleh banyak
negara. Dengan diratifikasinya instrumen-instrurhekRum ini, maka peraturan
ini telah menjadi hukum positif dari masing-masimggara untuk menyelesaikan
permasalahan yang menyangkut pengetahuan tradisi@engan demikian
hukum ini dapat dipilih sebagai alternatif hukum nga berlaku dalam

menyelesaikan permasalahan hukum pengetahuandradis

B. Prinsip Timbal-Balik dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional

1. Pentingnya Prinsip Timbal-Balik dalam Perlindungan Pengetahuan

Tradisional

Pada dasarnya Prinsip Timbal-Balike¢iprocity) adalah pemberlakuan
suatu kondisi atau keadaan yang sama. Keadaan sang ini termanifestasi

melalui hubungan atau interaksi antara suatu netgmgan negara lainnya. Oleh

115 pid., him. 72.
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karena hal ini, timbal-balik merupakan prinsip yaebih sering dihubungkan
dengan hukum internasional publik dibandingkan denchukum perdata
internasional, Hal ini karena ketergantungannyaapeetelaan dari suatu negara
untuk mewujudkan pemenuhan kondisi yang diinginkan.

Pemenuhan dari keadaan yang ditimbal-balikkan didkgn dengan
pelaksanaan kewajiban yang dibebankan pada neggeaan yang saling
berinterakasi. Pelaksanaan kewajiban ini selanguilgan menjamin pemenuhan
hak dari negara lain dalam interaksi tersebut. Peaimen kewajiban ini juga
berdampak pada perolehan hak untuk menuntut négiarantuk melaksanakan
kewajibannya.

Contoh hubungan hak dan kewajiban ini dapat dilppedtia pelaksanaan
national treatmentpada Persetujuan TRIPs yang menurut Sudargo Gautam
merupakan Timbal-Balik Formil. Ketentuaational treatmentlalam Persetujuan
TRIPs menghendaki agar negara anggota warga nagiagsama dengan warga
negara sendiri terkait dengan permasalahan HKI. gBen melaksanakan
kewajiban ini maka negara bersangkutan telah memedrak dari negara lain
melalui pemberian hak-hak yang diamanatkan kepadagav negara asing
tersebut. Tentu saja sesuai dengan Prinsip Timab#-Bondisi yang sama juga
berlaku sebaliknya, di mana dengan melakukan kbaajiya negara tersebut
mempunyai hak untuk menuntut negara lain untuk koglan kewajiban yang
sama dalam melakukarational treatment.

National treatment juga berimplikasi pada peningkatan efektivitas
perlindungan pengetahuan tradisional. Peningkafaekti@tas ini akan terlihat
jika terdapat penyimpangan dalam hal eksploitasigptahuan tradisional oleh
negara lain. Jika kondisi ini terjadi maka berdisar ketentuannational
treatment maka negara yang merasa dirugikan dapat meragajgkigatan
sebagai upaya untuk melindungi pengetahuan tradiiga yang dieksploitasi
oleh pihak yang tidak pantas ke negara di manala@ksa dilakukan. Juga
berdasarkan ketentuamational treatmentmaka upaya perlindungan ini harus
dikabulkan dan diperlakukan layaknya upaya peringdun dilakukan oleh warga
negara sendiri. Keuntungan dari tindakan ini adgkenternyata terbukti terjadi

eksploitasi pengetahuan tradisional oleh pihak yi#amk pantas, maka tindakan
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ini dapat segera “diperbaiki” yang dengan demikmenjamin perlindungan
terhadap pengetahuan tradisional tersebut.

Melalui penjelasan di atas dapat dilihat manfaatdy Timbal-Balik dalam
memperjelas pelaksanaan kewajiban dan pemenuhadaniakegara-negara yang
saling berinteraksi. Dengan digunakannya PrinsimbEil-Balik dalam upaya
untuk melindungi pengetahuan tradisional maka snagara akan dipaksa untuk
melakukan kewajibannya dalam rangka memenuhi kondisg ingin dicapai
yaitu memberikan perlindungan pada pengetahuanisimadl sekaligus
meningkatkan efektivitas perlindungan pengetahuwadidional yang diberikan.
Terlebih lagi jika asas ini dituangkan dalam bentuksan yang disepakati
bersama dan memiliki kekuatan mengikat. Jaminapeterhinya keadaan ini
sangat besar karena jika satu negara melakukaning&agan atau tidak
memenuhi kewajibannya, maka akan dilakuk@mbalasanoleh negara lain
terhadap negara tersebut sehingga keadaannya fineamd. Dengan demikian
timbal-balik dapat digunakan untuk mengikat negagara yang berinteraksi
untuk melakukan kewajibannya masing-masing yangaememikian menjamin
pemenuhan hak dari masing-masing negara dalamehiaigungan pengetahuan

tradisional dan meningkatkan efektivitas perlindamtersebut.

2. Teori Timbal-Balik dalam HPI

Menurut Sudargo Gautama, timbal-balik adalah suetadaan yang
dikehendaki dan mempunyai suatu lingkungan berlgkmg umum, yaitu
diperlakukan terhadap terhadap semua negara &aémgentara itu, pembalasan
adalah cara untuk mencapai keadaan dan dibatasinmghra tertentu yang telah
melakukan perbuatan yang secara melawan hukumheamg dibala$™® Prinsip
Timbal-Balik merupakan pencerminan dari prinsipspenraan hak, persamaan

nilai dan persamaan perlakuan yang berlaku dalagapkan antar Negard’

116 Gautama (g)op. cit.,HIm.142.

"bid., him.146.
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Menurut Sudargo Gautama, Teori Timbal-Balik dan Palasan dapat
dibedakan menjadi:

1. Timbal-balik Formil

Timbal-balik formil adalah persamaan perlakuan d@ddp orang asing
yang sama dengan warga negara dengan syarat daresg warga negara asing
tersebut, warga negara awak diperlakukan demikfaimsip Timbal-Balik ini
bersifat abstrak, karena tidak mengatur secarafsgppsrsamaan perlakuan yang
diberikan. Oleh karena itu pelaksanaan timbal-bafik berbeda di tiap-tiap
negara.

Timbal-balik Formil memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. Asimilasi dengan warga negara

Suatu negara dapat menentukan bahwa orang asing @lemdapat
perlakuan yang sama dengan warga negaranya atad&epang asing diberikan
"perlakuan nasional" National Treatmen). Dalam Persetujuan TRIR=tional
treatmentini diatur padaArticle 3 yang menyebutkan,Each Member shall
accord to the nationals of other Members treatmmentess favourable than that it
accords to its owmational...**®

b. Klausula “Bangsa yang paling diutamakan”

Klausula “Bangsa yang paling diutamakan” adalahapagarga negara
dalam negara bersangkutan akan memperoleh perlglarantidak mengurangi
perlakuan yang diberikan kepada warga negara suegara lain oleh warga
negara yang menandatangani perjanjian. Klausuléebih dikenal dengaihe
Most Favoured NationsDalam Persetujuan TRIPs, klausul ini didefinisikan
sebagai,’....any advantage, favour, privilege or immunityagted by a Member
to the nationals of any other country shall be adeal immediately and

unconditionally to the nationals of all other Membe™**®

118 Agreement on Trade-Related Aspects of Intelle®uaperty Rights, Article 3 (1)
Terjemahan bebasnya:
“Tiap negara anggota harus memperlakukan wargaaeggara anggota lain tidak kurang
dari negara tersebut memperlakukan warga negassmgiri..”

119 Agreement on Trade-Related Aspects of IntellecRidperty Rights, Article 4
Terjemahan bebasnya:

“...keuntungan, perlakuan khusus, atau imunitag yhberikan oleh negara anggota kepada
negara manapun harus di sesuaikan secepatnya lbankah secara tanpa syarat pada negara
anggota lainnya...”
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2. Timbal-balik materiit?°

Timbal-balik secara materiil mengatur secara |etieitperinci mengenai
tindakan yang di"timbal-balikkan.” Hal ini membudtmbal-balik materiil
menjadi lebih riil dan kongkrit dari timbal-balikofmil. Timbal-balik Materiil
sering ditemukan dalam traktat-traktat internadiorebagai contoh, dalam
konvensi mengenai pengakuan keputusan arbitrasg &8w York tanggal 10
Juni 1958 Convention on the Recognition and Enforcement aéiga Arbitral
Awards 1958)!?' diatur bahwa keputusan arbitrase tidak hanya dapat
dilaksanakan di negara-negara anggota konvensjuggidi negara-negara bukan
anggota konvensi. Untuk kondisi ini, negara terselapat melakukan deklarasi
yang berisi reservasi pada waktu menandatangaganygdidasarkan atas Prinsip
Timbal-Balik. Contoh dari reservasi berdasarkam$#pi Timbal-Balik ini dapat di
lihat dalam lampiran Kepres No. 34 Tahun 1981 yaexpunyi:

“Pursuant to the provision of Article | (3) of th€onvention, the
Government of the Republic of Indonesia declares ithwill apply the
Convention on the basis of reciprocity, to the ggaon and enforcement
of awards made only in the territory of another @anting State and that
it will apply the Convention only to differencesisang out of legal
relationships, whether contractual or not, whicheaconsidered as
commercial under the Indonesian Law?”

120 Gautama (a)p. cit.,him.153-154.

121 Konvensi ini telah disahkan oleh Indonesia melklepres No. 34 Tahun 1981 tanggal 5
Agustus 1981 dengan reservasi berdasarkan Pasalt 13 &onvensi tersebut bahwa pengakuan
dan pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkanirabas-balik dan bersifat komersial menurut
hukum Indonesia.

22|ndonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesitahg Pengesaha@énvention on
the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitkalards, Keppres No 34 tahun 1981. LN
Tahun 1981, Lampiran.
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C. Implementasi Prinsip Timbal-Balik (Reciprocity) dalam Upaya

Perlindungan Pengetahuan Tradisional
1. Prinsip Timbal-Balik dalam Konvensi terkait Pengetahuan Tradisional

Terdapat dua instrumen hukum internasional yarajteiengatur perihal
pengetahuan tradisional dan telah diratifikasi dledonesia. Instrumen pertama
adalah United Nations Conventions on Biological DiversitgKonvensi
Keanekaragaman Hayati) tahun 1992 yang telah degaitielalui UU No. 5 tahun
1994 dan instrumen kedua adal@onvention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage 2003/ang dikeluarkan oleh UNESCO dan telah
disahkan melalui Peraturan Presiden No 78 tahuii.ZD0Dsamping dua konvensi
ini, WIPO melalui IGC-GRTKF juga tengah dalam upayatuk merumuskan
instrumen hukum untuk mengatur dan melindungi p&dg®@n tradisional,
namun hingga Kini, upaya ini baru menghasilkan deaf konvensi tersebut.

Di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati, pengetaticedisional

diatur di dalam Pasal 8 (j) yang berbunyi:

respect, preserve and maintain knowledge, innomatend practices of
indigenous and local communities embodying traddilo lifestyles
relevant for the conservation and sustainable ddaiaogical diversity
and promote their wider application with the appaband involvement
of the holders of such knowledge, innovations anactges and
encourage the equitable sharing of the benefitssiagi from the
utilization of such knowledge, innovations and pices

Dalam konvensi ini sendiri, tidak terdapat pasaldds yang mengatur mengenai
Prinsip Timbal-Balik ataweciprocity. Ketentuan yang mengatur hubungan antar
negara hanya sebatas kewajiban untuk membantu aesegara anggota terkait
konservasi dan pemakaian berkelanjutan dari keaag&man hayati yang diatur

dalam Pasal 5° Namun demikian hampir di setiap pasal termasula fasal 8

123 United Nations, United Nations Convention on Bl Diversity, article 5,
menyebutkan, Each Contracting Party shall, as far as possibledas appropriate, cooperate
with other Contracting Parties, directly or wher@popriate, through competent international
organizations, in respect of areas beyond natignakdiction and on other matters of mutual
interest, for the conservation and sustainable afdgiological diversity.
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terdapat frase, €ach contracting party, shall'..yang dilanjutkan dengan
kewajiban-kewajiban negara anggota. Pernyataan kaaensi ini memancing
pertanyaan mengenai dianut atau tidaknya Pringib@i-Balik dalam konvensi
ini atau ada atau tidaknya kewajiban secara tinbadik oleh negara anggota
konvensi ini, khususnya pada ketentuan mengenapgbenuan tradisional.
Pertanyaan yang sama juga muncul ketika meliBainvention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage030Dalam konvensi ini juga
tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengaturgeeai keberlakuan dari Prinsip
Timbal-Balik.

Untuk menentukan apakah Konvensi ini menganut Prinsnbal-Balik,
maka perlu dilakukan pengkajian dari pasal-pasedetrit. Jika dilihat secara

keseluruhan Pasal 5 Konvensi Keanekaragaman Hagdtunyi:

Each Contracting Party shall, as far as possibledas appropriate,
cooperate with other Contracting Parties, directlgr. Where
appropriate, through competent international orgaations, in respect
of areas beyond national jurisdiction and on otmeatters of mutual

interest, for the conservation and sustainable use biological
124

diversity:.
Dari pasal tersebut terdapat kata kerjasamsaoferat¢ yang Dberartikan
terdapatnya hubungan dua arah antara para pihdkna€a‘Each Contracting
Party shall, as far as possible and as appropriab®operate with other
Contracting Parties directly or....”** Dapat ditafsirkan sebagai kalimat yang
menunjukan penerapan Prinsip Timbal-Balik dalam wemsi. Hal ini karena
kerja sama yang dimaksudkan berlangsung secarardhaantar sesama negara
anggota Each Contracting Party with other Contracting Pad) di mana
kerjasama ini bersifat timbal-balilPasal lain yang dapat dijadikan acuan dari
dianutnya Prinsip Timbal-Balik dalam Konvensi igiadah Pasal 16 ayat (1) yang
berbunyi:

124 United Nations, Convention on Biological Diversli§92. Article 5.

125 bid. Cetak tebal ditambahkan oleh penulis.

Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Wayan Adhi Prastana, FH Ul, 2012



58

Each Contracting Party, recognizing that technology includes
biotechnology, and that both access to and transfietechnology
among Contracting Parties are essential elementshfe attainment of
theobjectives of this Convention, undertakes stlbgethie provisions of
this Articleto provide and/or facilitate access for and transfer to other
Contracting Parties of technologies that are relevant to the
conservation and sustainable use of biological g or make use of
genetic resources and do not cause significant dgm&o the
environment?°

Pada dasarnya pasal ini meminta negara-negara tandgmvensi untuk
bekerjasama mengupayakan agar hak paten dan hakdekintelektual lainnya
menjadi faktor pendukung untuk mencapai tujuan #&arvensi ini dan bukan
sebaliknya®” Dari ketentuan ini juga terlihat adanya hubungarbal-balik antar
sesama negara anggota untuk menjadikan paten ddnlatiitya mendukung
terwujudnya tujuan Konvensi Keanekaragaman Hagati i

Sementara itu, pad@onvention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage 200ketentuan yang mengacu pada penerapan prinsigltimb
balik dalam konvensi ini dapat dilihat pada PaSahiat (2), yang berbunyi:

Without prejudice to the provisions of their nat@bregislation and
customary law and practices, the States Partiesogeize that the
safeguarding of intangible cultural heritage is géneral interest to
humanity, and to that end undertake to cooperatehat bilateral,
subregional, regional and international levefs

Dari ketentuan pasal ini dapat dilihat terdapatketentuan yang bersifat timbal-
balik antara negara anggota di mana ketentuan Hbad& ini khusus

menyangkut perihalsafeguarding of intangible cultural heritagd?asal ini

128 |bid. Article 16.Cetak tebal ditambahkan oleh penulis.

127 7ainul Daulay Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar hukum, dakfiknya
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). him. 94.

128 UNESCO,Convention for the Safeguarding of the Intangiblgt@al Heritage 2003,
Article. 19.
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menghendaki agar tiap negara anggota secara bessanzaturut bekerjasama
dalam menjaga warisan budaya tak benda sebagautietnadalam konvensi ini.

Mengenai keberlakuan Prinsip Timbal-Balik ini damisi Indonesia,
Sudargo Gautama berpendapat bahwa ketika mempakiamykeberlakuan
Prinsip Timbal-Balik, perlu dipertimbangkan mengesm@akah hukum asing yang
ingin diterapkan “seirama” atau selaras dengan mmukeasional?® Untuk
menjawab perihal keselarasan ini, kita dapat mengamda pada Pasal 10
Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 yang menegapkaindungan yang
diberikan oleh negara terhadap pengetahuan tradisigyang dalam undang-
undang ini disebufolklor. Mengacu pada bukti ini, maka dapat dikatakan lahw
Konvensi Keanekaragaman Hayati d&onvention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage 2003seirama” atau selaras dengan hukum nasional
sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa dalam k@nkonvensi ini, terdapat
Prinsip Timbal-Baliknya.

Alasan lain yang mendukung pernyataan mengenasiprifimbal-Balik
ini adalah fakta bahwa selama ini terdapat sejunidetentuan-ketentuan tak
tertulis dalam HPI di Indonesia yang tetap digumakabagai pegangan dalam
menangani perkara. Dengan berdasar pada kebiasamaka Sudargo Gautama
memperbolehkannya timbal-balik walau meskipun kei@m yang menyatakan
timbal-balik ini tidak jelag® Oleh karena itu, dari pihak Indonesia dapat diambi
kesimpulan bahwa kedua Konvensi di atas menganunsipr Timbal-Balik,
meskipun tidak ada referensi yang secara tegatedatis menyatakan demikian.

Satu hal terpenting terkait pemberlakuan PrinsipbEl-Balik pada dua
kondisi ini adalah “pemberlakuan suatu kondisi yaagna”. Dalam Konvensi
Keanekaragaman Hayati keadaan ini adalah penghamnkatpada pengetahuan
tradisional dalam rangka pelestarian keanekaragdmagati, sedangkan dalam
Convention for the Safeguarding of the Intangiblalt@al Heritage adalah
perlindungan pada warisan budaya tak berwujud. kS&gdua konvensi ini

disepakati dan memperoleh kekuatan hukum mengikata efektif telah berlaku

129 Gautama (a)op. cit.,him. 161.

130 hid., HIm. 169.
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keadaan yang sama berdasarkan konvensi-konvessbtérbagi negara anggota,
yang jika dilakukan penyimpangan maka dapat dijagdnksi dalam rangka
mengembalikan keadaan pada posisi semula. Dariidiomi dapat dikatakan
bahwa sesungguhnya sejak kedua konvensi ini merkikuatan mengikatnya,

dan berlaku secara umum maka sejak saat itu Primsipal-Balik telah berlaku.

2. Konvensi Keanekaragaman Hayati danConvention for the Safeguarding
of the Intangible Cultural Heritage 2003 Tidak Efektif Melindungi

Pengetahuan Tradisional

Jika kita melihat secara seksama Pasal 8 (j) Kasieaanekaragaman
Hayati, pada pasal tersebut hanya mengatur mengengelolaan dan kewajiban
untuk menghormati pengetahuan tradisional. Tidak ngatir mengenai
bagaimana memberikan perlindungan pada pengetatradisional pasal ini.
Oleh karena itu, meskipun di dalam konvensi indagat Prinsip Timbal-Balik,
tetap saja konvensi ini tidak dapat memberikaniqawhgan pada pengetahuan
tradisional bagi negara anggota konvensi.

Hal ini ditambah dengan tidak adanya ketentuan mgigtimbal-balik
atau resiprositas yang tertulis yang dapat digumaedagai tekanan bagi negara
anggota untuk turut melindungi pengetahuan trad@dio/a di negara lain jika
pengetahuan tradisional tersebut dilindungi menbmkium nasionalnya. Keadaan
ini menjadikan konvensi ini tidak efektif dalam meenikan tekanan pada negara
anggota untuk melindungi pengetahuan tradisional.

Selain itu, sejak Konvensi Keanekaragaman Hayadepdikati, telah
muncul beberapa argumen mengenai kemampuan korimensiuk memberikan
perlindungan pada pengetahuan tradisional. Tidgatddipungkiri bahwa sejak
awal tujuan sesungguhnya dari Konvensi Keanekaragarayati adalah untuk
mengatasi permasalahan kepunahan berbagai spes&s Hdlangnya
keanekaragaman hayatt. Satu-satunya ketentuan yang memuat perihal

pengetahuan tradisional hanyalah Pasal 8 (j).

31 sardjono (b), op.cit.,, him. 65.
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Konvensi Keanekaragaman Hayati adalah Konvensatgngumber daya
hayati bukan tentang pengetahuan tradisional fiérleliKl. Hal ini ditegaskan

dalam Pasal 1 Konvensi keanekaragaman Hayati yeigibyi:

The objectives of this Convention, to be pursueactordance with its
relevant provisions, aréhe conservation of biological diversity, the
sustainable use of its components and the fair and equitable sharing
of the benefits arising out of the utilization of genetic resources,
including by appropriate access to genetic resosircand by
appropriate transfer of relevant technologies, takiinto account all

rights over those resources and to technologies| by appropriate
132

funding:
Dalam ketentuan ini dinyatakan secara tegas bahwaart dari Konvensi
Keanekaragaman Hayati adalah untuk kepentinganekeas keanekaragaman
hayati, penggunaan komponen-komponen dari keargka@n hayati secara
berkelanjutan dan mewujudkan pembagian keuntungacara adil dari
pemanfaatan sumber daya genetik. Fakta bahwa dmdikbnvensi ini terdapat
persinggungan atau pengaturan mengenai pengetataggsional, bukan berarti
bahwa konvensi ini dibuat untuk melindungi pengegahtradisional.

Demikian pula dengan upaya perlindungan pengetatuadisional
melalui Convention for the Safeguarding of the Intangiblelt@al Heritage
Ketentuang yang memberatkan upaya melindungi pehgeh tradisional

terdapat pada Pasal 3 konvensi ini yang menyebutkan

Nothing in this Convention may be interpreted as:

(b) affecting the rights and obligations of StaResties deriving
from any international instrument relating to ifgetual property rights or
to the use of biological and ecological resourceswhich they are
parties

Ketentuan Pasal 3 di atas menyatakan bahwa pembeeidindungan

melaluiConvention for the Safeguarding of the Intangibildt@al Heritage2003

132 United NationsConvention on Biological Diversit992 Article 1.

133 UNESCO,Convention for the Safeguarding of the Intangiblgt@al Heritage 2003,
Article 3.
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tidak mengurangi hak eksklusif yang telah diberikdeh rezim HKI yang ada.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hak ekskluogi telah diberikan pada
suatu objek pengetahuan tradisional melalui rezik seperti: hak cipta, paten
dan merek tetap berlaku meskipun di kemudian haekoyang dilekati hak ini
dilindungi oleh Convention for the Safeguarding of the Intangiblalt@al
Heritage 2003 Ketentuan ini tentunya melemahkan upaya untukinaehgi
pengetahuan tradisional karena pada prakteknydakan eksploitasi terhadap
pengetahuan tradisional, sebagian besar dilakulemgah menggunakan hak
paten atau pun hak lainnya dalam rezim HKI.

Kurang efektifnya perlindungan yang diberikan kamsiekonvensi yang
ada pada pengetahuan tradisional, menarik minatligamtuk meneliti instrumen
hukum lain yang dapat digunakan untuk melindungige¢ahuan tradisional.
Mengingat eksploitasi pengetahuan tradisional diak dengan menggunakan
rezim HKI yang ada saat ini maka, tinjauan kemungii untuk melindungi
pengetahuan tradisional melalui kerangka hukum H&hg ada, khususnya

Persetujuan TRIPs menjadi relevan untuk dilakukan.

D. Perlindungan Pengetahuan Tradisional melalui Pringd Timbal-balik

dalam Persetujuan TRIPs

Berbeda dengan Prinsip Timbal-Balik dalam konvéwsivensi terkait
pengetahuan tradisional, pengaturan Prinsip TirBladik (reciprocity) dalam
HKI dinyatakan secara tegas dan tertulis. Pengatima dapat dilihat dalam
Persetujuan TRIPs pada Pasal 3 dan Pasal 4. Padh P®&ersetujuan TRIPS,
disebutkan bahwa setiap negara anggota konvenss memperlakukan warga
negara negara anggota konvensi lainnya sepertydaimemperlakukan warga
negara sendiri terkait dengan pemberian perlindungakait HKI. Ketentuan
mengenainational treatmentni jika dikaitkan dengan teori timbal-balik, maka
tergolong sebagai timbal-balik formil dengan bentadimilasi dengan warga
negara:>* Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan, perlakumneist atau imunitas
yang diberikan oleh negara anggota kepada wargaradgin harus secepatnya

disesuaikan dan diberikan pada warga negara anggotzensi lainnyaMost-

134 Gautama (ap. cit.,him.142
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favoured-nations treatmeiti tergolong dalam timbal-balik formil dengan ek
klausula bangsa yang paling diutamak&nContoh dari penggambaranost-

favoured-nations treatmenti dipaparkan dengan jelas oleh Sudargo Gautama:

Misalnya Republik Indonesia menandatangani pejisan
dengan Jepang di mana ditentukan bahwa warga ndgmhaa
negara akan diperlakukda nation le plus favoriseeHal ini berarti
bahwa warga negara Indonesia di Jepang akan metnikala dan
keuntungan tidak kurang dari warga negara darinaglgan mungkin
menerima di Jepang. Sebaliknya pun warga negarandepli
Indonesia akan menikmati hak —hak perdata yang siEmgan hak-
hak yang diberikan pada bangsa manapun oleh Ingoriés

Kedua pasal yang disebutkan di atas merupakan pdaaia yang
menjadi dasar dari ketentuan timbal-balik dalam s&ejuan TRIPs yang
mengikat negara-negara anggota WTO dan menjadr dasaperlindungan HKI
yang ada saat ini di dunia. Oleh karenanya timbéiklmalam perlindungan HKI
berlaku lebih tegas dibandingkan dalam konvensikaosi terkait pengetahuan
tradisional yang ada hingga saat ini. Pada pembalsedanjutnya akan dijelaskan
mengenai upaya perlindungan pengetahuan tradisineagjgunakan Persetujuan
TRIPs.

1. Pengetahuan Tradisional sebagai komoditas Perdagaag Internasional

Di dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bagairi&iaangat erat
kaitannya dengan perdagangan internasibt\deterkaitan ini diperjelas dengan
disepakatinya Persetujuan TRIPs, yang menjadikan Bibagai komoditas
perdagangan internasional yang oleh karenanya Hhdilimslungi oleh negara-
negara anggota. Pada perkembangannya HKI yangusetogh hanya terdiri dari
hak cipta, paten, merek dan hak lainnya yang teriugalam Persetujuan TRIPs
berkembang hingga akhirnya meliputi pengetahuardisimal. Masuknya

pengetahuan tradisional ke dalam ranah HKI ditad@aigan dibentuknya IGC-

135 | pid.
138 |pid., him 151.

137 | ihat Bab 2 subbab E. Persetujuan TRIPs, HKI damg@tahuan Tradisional.
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GRTKF yang mempunyai tugas membuat kerangka hukaotakumelindungi

pengetahuan tradisional. Pembahasan pengetahuhsianal oleh WIPO yang
merupakan Organisasi resmi yang membidangi HKI masien masuknya
pengetahuan tradisional ke dalam HKI.

Salah satu penyebab munculnya isu untuk membelingengan pada
pengetahuan tradisional adalah terdapatnya keingiegara-negara berkembang
untuk memanfaatkan potensi dari pengetahuan toadiki dan penerapan
equitable sharing of benefitlari pengetahuan yang umumnya dimiliki oleh
negara-negara berkembang ini. Keinginan untuk meofgdeequitable sharing of
benefitini oleh karena pengetahuan tradisional sepehtiyaaHKI yang telah ada,

mempunyai potensi yang besar sebagai komoditasigangan Internasional.

Munculnya beragam kasus terkait eksploitasi pemgeta tradisional,
merupakan bukti dari manfaat pengetahuan tradissmismgai objek perdagangan
seperti halnya HKI yang selama ini ada. Berikut akan dipaparkan beberapa
kasus terkait pengetahuan tradisional yang menanjpemanfaatan pengetahuan

tradisional sebagai komoditas perdagangan inteynaki

a.Kasus Kunyit IndiaTurmeric Casg

Turmeric Caseini sangat menarik untuk di bahas karena kasus ini
merupakan kasus pertama di bidang HKI atau tepabeymetahuan tradisional
yang dimenangkan oleh negara berkembang, sebdgd yang merasa dirugikan
karena pengetahuan tradisionalnya dieksploitassukani masuk ke dalam ranah
pengetahuan tradisional karena klaim paten yangaftdikan merupakan
pengetahuan tradisional dari masyarakat India selvega akan terlihat pada

pemaparan yang akan diberikan selanjutnya.

Para Pihak:

Para pihak dalam kasus ini adalaidian Council of Scientific and
Industrial Researci{CSIR) sebagai penggugat yang mengajulegxaminepada
United State Patent and Trademark Offi(gdSPTO) terhadap paten yang
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diberikan pada Suman K. Das dan Hari Har P. Colalggyterafiliasi dengan
University of Mississippi Medical CentteMMC) sebagaiAssigne&®

Duduk Perkara:

Objek dari sengketa adalah hak paten atas penyanbluka dengan
menggunakan kunyiQurcuma longa Pada USPTO, Das dan Cohly mengajukan
enam klaim tentang penggunaan kunyit sebagai pemyenuka. Padahal, di
India penggunaan kunyit sebagai bahan obat-obatmpakan hal yang lazim
dilakukan. Selain sebagai bahan obat, kunyit jugguriakan sebagai bumbu
masakan yang memberikan rasa khas India pada nmagakasebagai kosmetik
dan pewarna rambut.

Permasalahan dimulai pada tahun 1995, ketika Sunddas dan Hari
Har P. Cohly yang terafiliasi dengéme University of Mississippi Medical Centre
(UMMC) sebagaiAssigne®® mendapatkan hak paten dengan No paten 5,401,504
untuk "penggunaan kunyit untuk penyembuhan lukaénietahui pemberian
paten ini,The Indian Council of Scientific and Industrial Rasch (CSIR), yang
merupakan sebuah organisassearch and developmedi India telah meminta
dilakukan pemeriksaan ulange{examinatiopterhadap paten yang diberikan oleh
USPTO kepada Suman K. Das dan Hari Har P. Cohlyg yerafiliasi dengan
University of Mississippi Medical CentrdUMMC) sebagai Assigneg*°
Pemeriksaan ulang yang dimaksud dalam hal ini hdpfasedurreview pada
USPTO untuk menentukan apak@hor art terkait suatu klaim paten dapat
membatalkan klaim paten tersebth CSIR beragumen bahwa kunyit telah
digunakan selama ribuan tahun sebagai bahan uetylepmbuhan luka dan ruam,

138 No. Register Pemeriksaan UlariRetexamination)S005401504B1, No re-
examination: B1 5401504&elanjutnya lihat lampiran 7.

139 Assigneadalam Black’s Law Dictionary dijelaskan sebag@tie to whom property
rights or powers are transferred by anotlieBryan A. GarnerBlack’s Law Dictionary (Sixth
Edition), (St. Paul Minn: West Publishing Co. 2004). hirg43

140 CSIR merupakan organisassearceh and developmdntlia yang didirikan pada tahun
1942 berdasarkan resolusi dari yang kemudian dikdeaganCentral Legislative Asembly.
Keterangan mengenai status hukum CSIR dapat dilirdit website resminya:
http://rdpp.csir.res.in/csir_acsir/Home.aspx?Menr@ldDiakses pada 1 Desember 2011.

1 Garnerpp. cit.,him. 4003.
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oleh karena itu unsur asli dan baru tidak terpenAngumen dari CSIR ini
didukung dengan bukti-bukti berupa dokumen-dokuntemang pengetahuan
tradisional ini termasuk teks kuno yang menggundiamsa Sanskerta kuno dan
sebuah karya tulis yang dipublikasikan pada taHib8IdalamJournal of Indian

Medical Association

Putusan:

Setelah melewati proses pemeriksaan ulangex@minatioh yang
kompleks, pada tanggal 14 Agustus 1997, USPTO rakn®lklaim paten dari
Suman K. Das dan Hari Har P.Cohly. Hak paten ibatilkan karena argumen
Das dan Cohly mengenai kunyit olahan mereka menkigistimewaan tidak
terbukti. Dalam pemeriksaan dibuktikan bahwa keistvaan tersebut tidak ada
karena masyarakat India telah mengenal metode gana sejak dahulu kala

sehingga tidak memenuhi unsur ‘bangyelty)

Analisis

Kasus di atas, merupakan perkara HPI walaupun byleakara HPI
Indonesia. Namun demikian, pembahasan kasus ihi géakukan sebagai studi
komparatif untuk permasalahan HPI yang melibatkengptahuan tradisional
Indonesia. Hal ini sangat mungkin terjadi menginigaionesia sangat kaya akan
pengetahuan tradisional yang sangat berpotensk wigksploitasi oleh pihak
asing. Pada sub-subbab selanjutnya diberikan bsde@ntoh mengenai
eksploitasi pengetahuan tradisional Indonesia yilagukan oleh pihak asing ini.

Kasusthe turmericini merupakan permasalahan HPI karena terdapat
TPP yaitu domisili yang berbeda dari para pihakgysamlibat. Suman K. Das dan
Hari Har P.Cohly merupakan warga negara India yaadkerja dan tinggal di
Amerika Serikat tepatnya di Kota Jackson, Negargida Mississipi. Untuk
menentukan domisili dari Das dan Cohly, maka peatdrarus dilihat padthe
Indian Succession Act, 192&bagai hukum yang berisikan ketentuan yang
mengatur domisili warga negara India. The Indian Succession Act

mengklasifikasikan domisili menjadi tiga katagority: Domicile of origin,
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Domicile of choice, dan Domicile by operation oflH? Terlihat bahwa India
mempunyai sistem domisili yang menyerupai Inggfdeh karena Das dan
Cohly memiliki domicile of choicedi Amerika Serikat, maka untuk menentukan
domisilinya tergantung pada hukum Amerika. Dalankumy Amerika dikenal
juga domicile of choic¥® dengan demikian maka dapat ditentukan bahwa
domisili dari Das dan Cohly di Kota Jackson, Nedaagian Mississipi.

Untuk menentukan domisili dari UMMC dan CSIR makarlp
dipergunakan teori status personal untuk badanrhulerdapat setidaknya tiga
teori yang dapat digunakan untuk menentukan memgenaisili dari suatu badan
hukum. Teori tersebut antara lain Teori Inkorpgrd®ori Statutair dan Teori
Manejemen Pusat efektif. Teori Inkorporasi padaadas menentukan suatu
badan hukum berkedudukan dan tunduk pada hukum asianibadan hukum
tersebut didirikan, sementara Teori Statutair memgaupengertian bahwa hukum
yang berlaku untuk suatu badan hukum adalah betdasdaempat kedudukan
badan hukum tersebut yang ditentukan dalam AnggBasar (Statuta). Teori
Inkorporasi merupakan teori yang banyak dianut alebara-negar&ommon
Law seperti Amerika Serikat dan India. Teori MenejemBasat Efektif
menyatakan bahwa tempat kedudukan badan hukumhadalkempat di mana
badan hukum tersebut efektif bekerja. Teori iniy@kndianut oleh negara-negara
dengan sistem huku@ivil Law.

Berdasar pada teori-teori yang telah dipaparkaelsginya, maka dapat
ditentukan domisili dari UMMC dan CSIR. Untuk UMMkarena didirikan
berdasarkan hukum Negara Bagian Missiséféesuai dengan Teori Inkorporasi,
maka dapat disimpulkan bahwa UMMC juga memiliki dsin di Jackson,
Negara Bagian Mississippi, Amerika Serik&t.Begitu pula dengan CSIR yang

12 praveen Dalal,l“aw Of Domicile In Indig,
http://india.indymedia.org/en/2005/04/210449.shterlakhir diakeses pada 14 Januari 2012.

143Robert A. Leflar et. al American Conflicts Law Fourth EditiofCharlottesville: The
Michie Company, 1986). him. 16

144 UMMC merupakan pusat pendidikeesearchdan kesehatan yang didirikan pada tahun
1955 di Negara Bagian Missisipi. Lihat: UMMGQWédical Center Overvieyy
http://www.umc.edu/medical_center/overview.htmlrdleir diakses pada 16 Januari 2012.

145 Berdasarkan hukum Amerika Serikat, domisili diguarabaik untuk pribadi hukum
maupun badan hukum (corporation). Leflar ebal, cit.,HIm. 29-31.
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merupakan organisasiesearch and developmenting didirikan berdasarkan
hukum India dan sesuai dengan teori Inkorporaskaneerkedudukan dan tunduk
pada hukum Indi&*®

Perbedaan dari domisili dan tempat kedudukan dhakpyang terlibat
dalam perkara ini menyebabkan terjadinya pertaatastara dua sistem hukum
yang berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa n@enkamerupakan perkara
HPI. Setelah mengetahui perkara ini adalah perkdRl maka langkah
selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menentbkdwm apakah yang berlaku,
dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakanpg@d kasus.

Sebelumnya, perlu diselidiki mengenai hukum formiéng berlaku
dalam permasalahan HPI ini. Hukum formil ini pegtiantuk diketahui dalam
rangka pengajuame-examinationdari paten yang telah diberikan. Menurut
Sudargo Gautama, kaidah-kaidah yang termasuk bidamkgim formil tidak
tercakup oleh kaidah-kaidah HPT, oleh karena itu, dalam bidang iekaminer
selalu mempergunakan hukum formilnya sendidous Regit Actujrt*® Prinsip
ini merupakan pendapat yang dianut sarjana HPaisgdk, dan juga dianut dalam
praktik hukum**°

Berdasarkan hukum Amerika Serikdiinjted States Code Title 35 —
Patentg berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikataaterangka permohonan

re-examintion

146 Sudargo Gautama (chlukum Perdata Internasional Indonesia Jilid 111 Bag | (Buku
ke-7), (Alumni, Bandung: 1995), him 336-337. Lihat jugAnkita Mathur, ‘Domicile Of A
Pseudo-Foreign Corporation: A Comparative Studyvweein American And Indian Positipn
http://www.legalserviceindia.com/article/I72-DonieiOf-A-Pseudo-Foreign-Corporation.html.
Terakhir diakses pada 14 Januari 2012. Pada adikebutkan bahwa pada kasus Infigoreme
Court Technip SA v. SMS Holding (Pvt.) Ltd. & Ors, petjan menyatakatQuestions as to
the status of a corporation are to be decided adiay to the laws of its domicile or incorporation
subject to certain exceptions including the exaeptif domestic public policy. This is because a
corporation is a purely artificial body created lgw. It can act only in accordance with the law
of its creation. Therefore, if it is a corporatioit,can be so only by virtue of the law by which it
was incorporated and it is to this law alone thdt questions concerning the creation and
dissolution of the corporate status are referredesn it is contrary to public policy.”

147 qudargo Gautamaukum Perdata Internasional Indonesia Jilid llddan 2 Buku Ke-8
(e), Edisi Revisi(Bandung: Alumni, 1998), him. 307

148 | pid.

149 | pid.
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* Anyone can request re-examination —period of enforcegbitif patent
(cetak tebal oleh penulis)

* Substantial new question of patentability must lbes@nted for re-
examination to be ordered

* Prior art during re-examination is limited to priart patents or printed
publications applied under the appropriate parts 3§ United States
Code (U.S.C) 102 and 103

» If ordered, actual re-examination proceeding ispaxte in nature

» Decision on request must be made within three nsoingdm initial filing
and remainder of proceedings must proceed withiapdispatch

» If ordered ,re-examination proceedings will be cociegd to conclusion
and issuance of certificate

« Scope of claim cannot be enlarged by amendttfent

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa permohoreexamination
dapat diajukan oleh siapapun. Dengan melihat ked@ntpada hukum paten
Amerika ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnyahtéérdapat penerapan dari
Prinsip National Treatmentlari Persetujuan TRIPs dalam hukum paten Amerika
Serikat. Penerapan ini dapat dilihat dari dimungaimya permohoname-
examinatioroleh subjek hukum yang bukan hanya warga negadirgdapi juga
warga negara asing. Berdasarkan Prildgtional Treatmentialam Persetujuan
TRIPs, pihak asing yang berasal dari negara ang@éi®, yang berupaya
menegakkan HKI-nya harus diperlakukan layaknya negtapukan warga negara
sendiri.

Pada kasus ini, India dan Amerika Serikat telahukasenjadi anggota
WTO™! yang dengan demikian harus melakukan ratifikasségjuan TRIPs
yang merupakan bagian dari WIAgreementOleh karena itu, dengan mengacu
pada fakta-fakta yang dikemukakan sebelumnya, m@g#R sebagai badan
hukum yang didirikan berdasarkan hukum India mempunhak untuk
mengajukanre-examinationpada pemberian paten tentang efek penyembuhan

menggunakan kunyit yang dilakukan di Amerika Serika

10K p.vani*and R. Kalpana SastryC4se Analysis of USPTOPatent Grant # 5,401504
http://www.scribd.com/doc/15928544/Case-AnalysidJ&FPTO-Patent-Grant-as-on-30122005

151 Amerika telah menjadi anggota WTO sejak 1 Janl@96 dan India sejak 1 Januari
1995. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatidifeé/org6_e.htm. Terakir diakses tanggal 3
Januari 2012.
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Setelah memastikan kompetensi dari para pihak, makay perlu
dilakukan selanjutnya adalah menentukan hukum miateng digunakan. Dalam
hal mencari hukum yang berlaku ini, maka dapat dengenggunakan TPS.
Menurut Sudargo Gautama, tempat di mana prosaskdmjatau perbuatan formil
diberikan (dalam hal ini pemberian paten) menentukekum yang diberlakukan.
152 Dalam kasus kunyihi, pendaftaran klaim paten dilakukan oleh Das @ahly
sebagai inventor dan UMMC sebagasigneePendaftaran paten ini dilakukan di
Amerika Serikat tepatnya pada USPTO di mana peadadt dilakukan
berdasarkan hukum paten Amerika Serikat. Oleh laiten maka hukum materiil
yang digunakan dalam menangani permasalahan ildraiakum Paten Amerika
Serikat United States Code Title 35 — Patgnts

Jika dibandingkan dengan sistem HKI di Indonesiangéi dan
kewenangan dari USPTO dalam menangasiexaminationdari paten dapat
disandingkan dengan Komisi Banding Paten Indon&sauai dengan PP No. 40
tahun 2005, Komisi Banding Paten bertugas untukemexa, memeriksa, dan
memutus permohonan banding terhadap penolakan perman Paten jika tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaladlheyang dalam hal ini
adalah UU Paten tahun 208%.

Terkait dengan kasus kunyit ini, sebenarnya makgarindia bukan
merupakan satu-satunya masyarakat yang memilikiggiehuan tradisional
terkait penggunaan kunyit. Di Indonesia sendiriykusering digunakan sebagai
bahan baku dari jamu dan masakan yang memberilsm kiaas Indonesia?
Namun demikian, pada kasus kunyii, pithak India-lah yang berperan aktif

dalam melindungi pengetahuan tradisionalnya.

152 Gautama (c)ep. cit, him. 72. “Untuk segala hal-hal yang termasuk imlacara
(procedu), hukum daripada sang hakim di mana pekara beksgany diajukan, merupakan
hukum yang berlaku.” Lihat juga him.71.

133 |Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indon@siatang Susunan Organisasi,
Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten, PP NO 4ui&005, LN Tahun 2005 NO 112, TLN
NO 4551., Pasal 7.

1% sardjono (c). him. 103.
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b.Permasalahan hukum yang melibatkan Pengetahaaisibmal Indonesia

Berikut ini akan diberikan contoh-contoh kasus &hksgsi terhadap
pengetahuan tradisional Indonesia. Sesungguhnyadacontoh yang diberikan
belum terjadi perkara HPI. Namun demikian keduat@wornni sangat berpotensi
untuk menjadi perkara HPI. Hal ini dikarenakan,alelterjadi eksploitasi
pengetahuan tradisional Indonesia oleh pihak ashega pasal 10 Undang-
Undang Hak Cipta 2002, disebutkan bahwa Negara mengehak cipta dari
pengetahuan tradisional, oleh karena ketentuan Hamerintah Indonesia
mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah daleangka melindungi
pengetahuan tradisional yang dieksploitasi padauskkasus di bawah.
Diharapkan analisis yang diberikan dapat membargminerikan sisi pandang
HPI jika di kemudian hari pihak Indonesia mengantdmigkah untuk melindungi

pengetahuan tradisionalnya ini.
I. Pendaftaran Paten Rempah-Rempah Tradisional Indodie(epang

Pada bulan Juli 2011 sebuah perusahaan Kosmetlkpding, Shiseido
mendaftarkan hak paten atas sejumlah rempah-redfgalitanaman obat-obatan
tradisional Indonesia yang telah digunakan olehyarakat Indonesia selama
beratus-ratus tahun® Adapun sejumlah hak paten yang di dapat oleh Bloise
antara lain hak paten atas: kayu ragedrémeria laevigatg kemukus PRiper
cubebd, tempuyung $onchus arvensis)l Belantas Rluchea indica ), meyosi
(Massoia aromatica Begc pule (Alstonia scholariy pulowaras Alycia
reindwatrtii Bl), sintok Cinnamomus sintok Blkayu legit, kelabat, lempuyang,
lemujung dan brotowali. Tumbuh-tumbuhan tersebutupakan bahan-bahan
mentah untuk formula pencegah penuaanti{aging). Tanaman-tanaman lain
yang digunakan sebagai kosmetik perawatan kulitarantlain: Javanese
Chilipepper juga didaftarkan sebagai paten htastonic oleh Shiseido. Padahal,
masyarakat Indonesia telah lama memanfaatkan kkdaa tanaman-tanaman

15 Shiseido.co., Ltdnerupakan perusahan kosmetik Jepang yang pertéinidiaikan
pada tahun 1872 dengan na®hiseido Pharmacyli Tokyo, JepangShiseido Annual Report
2011. Dokumen dapat diunduh di alamat: http://wvngasido.co.jp/e/ir/annual/index.htm.

Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Wayan Adhi Prastana, FH Ul, 2012



72

tersebut sebagai jamu untuk penggunaan yang sgregtisgang telah dipatenkan

oleh Shiseido*®®

Analisis:

Untuk mengetahui apakah permasalahan di atas agalahasalahan
HPI atau bukan pertama harus ditentukan apakabpgatd PP atau pertautan dua
sistem hukum atau tidak. Dengan mendasarkan pasi@ P& Undang-Undang
Hak Cipta tahun 2002 maka Pemerintah Indonesia gs¢bbadan publik
mempunyai kewenangan untuk melindungi pengetahnaatistonal Indonesi&’
Beranjak dari hal ini, maka pertautan dua sisterkuhu dapat terjadi jika
Pemerintah Indonesia melakukan tindakan dengan mi@npemberian paten ini
pada pihak Jepang. Dengan terjadinya peristiwanaka terjadi pertautan antara
dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukepadg, di mana pertautan
terjadi antar&hiseido.Co., Lt¢gang merupakahmited liability company (Godo-
Kaisha)'°® berkedudukan di Jepang dengan Pemerintah IndoseBagai badan
publik negara yang berusaha melindungi pengetatradisionalnya sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Hak Cipta.

Setelah mengetahui bahwa permasalahan ini adatamapalahan HPI,
maka selanjutnya perlu diketahui hukum meteriill azai dua hukum yang
bertautan yang digunakan. Untuk menyelesaikan sai@laan ini, maka
diperlukan TPS. Sama halnya dengan permasalahanpd®a kasus kunyitihe
Turmeric Casg maka dalam menentukan TPS pada permasalahaigumakan

hukum di tempat di mana proses hukum diajukan péabuatan formil diberikan.

%6 Mala Aulia Ikhtiariana, “Etnobotani Tumbuhan SeaiaBahan Baku Jamu Gendong dan
Uji Kualitas dengan Analisis Mikrobiologi (Studi @iesa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten
Bojonegoro),” (Skripsi Program Sarjana Sains Falsuains dan Teknologi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011). lijaga: “Pulasari, Pulosarilyxia Stellata
Rect. Sch http://mhanafi123.wordpress.com/2010/. dan “BENTAS (Pluchea indica (1) Less.
= Baccharis indica, Linn.)", _http://mhanafi123.wprdss.com/2010/10/31/beluntas-pluchea-
indica-I-less-baccharis-indica-linn/. Terakhirskas 16 Januari 2012.

157 Gautama (d),op. cit.,him. 329.

18 Sebagaiimited company(Godo-Kaishaghiseido mempunyai kewenangan melakukan
tindakan hukum yang sama luasnya dengan perseeshatds (PT.) dalam hukum Indonesia.
Japan External Trade Organizatiobatvs & Regulations on Setting Up Business in Jagani.4.
dokumen dapat diunduh di alamat: http://www.jetogmen/invest/setting_up/. Terakhir diunduh
pada 10 Januari 2012.
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Dalam permasalahan pendaftaran paten rempah-retrgadibional Indonesia di
Jepangini, pendaftaran paten dilakukan oleh Shiseidouabbperusahaan yang
berkedudukan dan didirikan berdasarkan hukum Jep@egdaftaran paten ini
dilakukan di Jepang dan berdasarkan hukum pateange@leh karenanya dapat
disimpulkan bahwa hukum materiil yang digunakan adal menangani

permasalahan ini adalah hukum paten Jepang.

ii. Pendaftaran Merek Kopi Gayo oleh Perusahaan Belanda

Kopi Gayo adalah kopi yang selama ini dibuat dalals satu varietas biji
kopi Arabika yang tumbuh hanya di pusat dataraggiifceh dan menjadi salah
satu komoditas ekspor dari daerah Aceh. Namun degakrapa tahun terakhir,
merek kopi Gayo hanya boleh digunakan dalam perdgga internasional di
Belanda oleh perusahaan yang berbasis di Amsterddalland Coffee
Berdasarkan pernyataan Rachim Kartabrata, selgetakisekutif Asosiasi
Eksportir Kopi Indonesia Ihdonesian Coffee Exporter AssociatihkEKI),pada
tahun 2008 kepad@he Jakarta PostHoland Coffeemeningatkan eksportir
Indonesia untuk tidak mengekspor Kopi Gayo ke B#dadengan menggunakan
merek Gayo karena nama itu telah didaftarkan selbdgeek dagangHoland
Coffee'™®

Keadaan ini cukup ironis mengingat selama ini KBpyo hanya diproduksi
di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang diksstzagai perkebunan biji
kopi terbesar kedua di Indonesia. Bahkan padaldaiat merek dilakukan oleh
Holand Coffe Kopi Gayo sedang dalam proses penanganan untimdudigi
menggunakan Indikasi Geografis. Kopi dinamai Gagtelah masyarakat Gayo
memproses bijinya. Kopi ini merupakan kopi yangedngri orang-orang Eropa
dan Amerika karena rasanya yang kuat dan biji yahgn lama.

Sebagai akibat dari kejadian ini, jika para eksponengekspor kopi ini

ke Belanda, maka terpaksa dengan cara tidak meaggnnmerek. Namun

159 "Belanda mengklaim hak cipta merek Kopi Gayo",

http://bekas.bkpm.go.id/id/node/1559. Diakses pEsiduni 2009.
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sayangnya ekspor dengan kondisi tersebut komokiitpistersebut dihargai jauh

di bawah harga pasar.

Analisis:

Perlindungan yang tepat untuk digunakan pada pedaten ini
sebenarnya adalah melalui indikasi geografis. Nanmaelihat duduk perkara
yang dipaparkan di atas diketahui bahwa Kopi Gayeurh mendapat
perlindungan dari indikasi geografis. Oleh karema perlindungan melalui
indikasi geografis tidak dapat dilakukan karenaukintlapat melindungi suatu
produk dengan menggunakan indikasi geografis harilakukan pendaftaran
terlebin dahulu. Namun demikian seperti yang dipegra dalam Bab 2, indikasi
geografis secara substansial merupakan bagianpdagetahuan tradisionaf
Hal ini karena seperti yang dipaparkan oleh Glodiawruas lingkup dari
pengetahuan tradisional mencakup indikasi geografdeh karena itu,
berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta 208Ra negara mempunyai
kewenangan untuk melindungi pengetahuan tradisianal Berdasar dari
ketentuan ini, maka dapat timbul permasalahan H&igydisebabkan dari
pertautan antara dua sistem hukum yaitu sistemrhuBalanda dan Indonesia.
Seperti pada contoh permasalahan sebelumnya, umtekgetahui apakah
permasalahan Kopi Gayo ini merupakan permasalaiah atau bukan perlu
diketahui TPP dari permasalahan ini. TPP dari psatahan tersebut adalah
tempat kedudukan badan hukum di mana di satu geraapatHolland Coffee
B.\!®! yang bertempat kedudukan di Amsterdam, Bel&iddan di pihak lain

terdapat Pemerintah Indonesia sebagai badan pobgkra pemegang hak cipta

160 jhat Bab 2 him. 37.

161 Besloten VennootschdpV) merupakan perusahaan privat denliigility terbatas
("Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelifhdika dibandingkan dengan hukum
Indonesia, BV di Belanda dapat disandingkan demgseroan Terbatas (PT) di Indonesia,
"LLC" di Amerika Serikat, atau "Ltd" di Inggris. ka&Concultant International B.V.D'oing
business in the Netherlands - How to incorporaf&\é http://www.tax-consultants-
international.com/read/How_to_incorporate a BV.akéir diakes 10 Januari 2012.

182 Holland coffeB.V. merupakan perusahaan yang bergerak di bidksgor dan impor
kopi yang berkedudukan di Amsterdan. Op. cit.
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pengetahuan tradisional yang berusaha melindungggiehuan tradisionalnya
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Hak Cipta.

Setelah mengetahui bahwa permasalahan ini adalamapalahan HPI
maka langkah selanjutnya adalah menentukan hukung yaerlaku yang
ditentukan dengan menggunakan titik taut penergu @aPS. Seperti halnya dua
contoh kasus sebelumnya, maka untuk menentukan nhukateriil yang
digunakan, tempat di mana proses hukum diajukamn grbuatan formil
diberikan, yang dalam permasalahan ini adalah pearbenerek, menjadi faktor
penentu. Pada permasalahan Kopi Gayo ini, pendaftarerek dilakukan oleh
Holland Coffe sebuah perusahaan yang berkedudukan dan didbéaasarkan
hukum Belanda. Pendaftaran dilakukan di Belandab@adasarkan hukum merek
Belanda. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwaurhuknateriil yang

digunakan dalam menangani permasalahan ini adalaimhpaten Belanda.

2. Melindungi pengetahuan tradisional dengan Prinsip Tmbal-Balik dalam
Persetujuan TRIPs

Dari kasus-kasus terkait pengetahuan tradisionadtas dapat dilihat
bagaimana pengetahuan tradisional telah menjadi olltas perdagangan
internasional seperti halnya HKI yang disebutkahama Persetujuan TRIPs.
Sementara menunggu terbentuknya perjanjian mualtdat atau konvensi
internasional yang mampu melindungi pengetahuadisicmal secara lebih
efektif, tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukarstumen hukum yang dapat
melindungi pengetahuan tradisional saat ini. Cowmmitoh kasus yang
dipaparkan dalam sub-bab sebelumnya merupakan bakiva sementara
perundingan untuk melindungi pengetahuan tradisibedangsung, eksploitasi
terhadap pengetahuan tradisional oleh pihak yalads patut sedang berlangsung.

Sejak WIPO sebagai lembaga yang menangani isu Héhimahas isu
pengetahuan tradisional dalam agenda kerjanya, nsdGara praktis isu
pengetahuan tradisional masuk ke dalam ranah HEl, karena itu bukan tidak
mungkin untuk menerapkan Prinsip Timbal-Balik yahgtur dalam Persetujuan
TRIPs sebagai instrumen untuk diaplikasikan dalaelindungi pengetahuan
tradisional khususnya dalam perdagangan internalsion

Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Wayan Adhi Prastana, FH Ul, 2012



76

Kasus-kasus yang dipaparkan di atas sebenarnya pakam
permasalahan pengetahuan tradisional yang olem&aita seharusnya dapat
difasilitasi oleh konvensi-konvensi pengetahuardisianal. Namun demikian
konvensi-konvensi ini, seperti yang dipaparkan kebeya tidak efektif dalam
melindungi pengetahuan tradision&.Selain kelemahan yang dipaparkan pada
sub-bab C.2, kelemahan konvensi ini juga dikaremdkiak tegasnya pengaturan
hubungan timbal-balik antar negara anggota. Dalamvknsi Keanekaragaman
Hayati, kewajiban yang dibebankan antar negara @agdnanyalah untuk
mengatur hukum nasionalnya. Ketentuan yang mengagmgenai kewajiban
antar sesama negara anggota terkait pengetahuligidnal terkesan ambigu dan
tidak jelas. Ketidakjelasan ini dapat dilihat dafasal 5 Konvensi
Keanekaragaman Hayati yang mengatur mengenai &er@antar sesama negara

anggota:

Each Contracting Party shall, as far as possibled aas appropriate,
cooperate with other Contracting Parties, directlgr. where

appropriate, through competent international orgaations, in respect
of areas beyondnational jurisdiction and on otheattars of mutual
interest, for the conservation and sustainable e biological

diversity.

Dari pasal di atas terlihat bahwa negara anggatgehberwenang untuk
meminta kooperasi dari negara anggota lainnya pkamasalahan tersebut
berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hggatbukan perlindungan
pengetahuan tradisionalnya. Timbal-balik yang dp&an di sini lebih
memfokuskan pada pelestarian keanekaragaman hdyatan perlindungan
pengetahuan tradisional. Kondisi ini menyebabkabiguitas peran dari sesama
negara-negara anggota dalam hal pengetahuan araaliskarena tidak terdapat
ketentuan mengenai peran serta negara anggotaaséoapal-balik dalam
melindungi pengetahuan tradisional. Oleh karengikam suatu negara merasa
pengetahuan tradisionalnya di eksploitasi tanpa gieh pihak asing, maka

berdasarkan konvensi ini, negara tersebut tidak poeyai kewenangan untuk

183 Daulay,op. cit, him.92.
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meminta negara tempat eksploitasi terjadi untukintak lanjuti permasalahan
ini

Keadaan ini berbeda dengan prinsip timbal-balik gyatatur dalam
Persetujuan TRIPs. Dalam Persetujuan TRIPs, tiinal- dapat digunakan
untuk melindungi pengetahuan tradisional melalzimeHKI yang diatur oleh
konvensi ini. Berdasarkan Persetujuan TRIPs, Rrifiginbal-Balik yang terdiri
atasnational treatmenidan most favoured nationsi berlaku untuk HKI yang
diatur di dalam, salah satunya hak cipta dan hiik mdustrial yang diatur oleh
masing-masing, Konvensi Berne dan Konvensi Pagag&turan Prinsip Timbal-
balik dalam Persetujuan ini dapat digunakan sebageana penegakan HKI.
Berdasarkan ketentuan ini negara anggota WTO atagawnegara dari negara
tersebut dapat mengajukan pembatalan paten, mbedk,cipta dan hak-hak
eksklusif lainnya, yang tidak sesuai dengan samtsdari pemberian hak
eksklusif tersebut. Contoh dari hal ini dapat ditipadathe Turmeric Casdli
mana CSIR melakukan permohonan pemeriksaan ulamgk umembatalkan
pemberian paten yang diberikan karena paten terdetak memenuhi unsur
novelty.

Meskipun terdapat banyak argumen yang menyatakafingrengan
pengetahuan tradisional dengan memanfaatkan rezith yidng ada kurang
efektif, paling tidak upaya ini terbukti lebih etdkjika dibandingkan dengan
konvensi keanekaragaman hayati yang secara ekspisiyebutkan pengetahuan
tradisional dan pembagian keuntungan yang adil garigetahuan tradisional
(equitable sharing of benefitnyaKondisi serupa juga berlaku unt@onvention
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Hage 2003%* Berbeda dengan
kedua konvensi ini, pada Persetujuan TRIPs diatlnuhgan timbal-balik antar
anggota konvensi yang dapat dimanfaatkan untuk nchetigi pengetahuan
tradisional. Pengaturan Prinsip Timbal-Balik intudingkan dalam Pasal 3 dan
Pasal 4 Persetujuan TRIPs. Bunyi dari masing-magagal tersebut secara

lengkap adalah sebagai berikut:

184 Kesuksesan India mendapatkan hak paten kunyitgaedaahan pengobatan dan
pembatasan paten beras basmati yang dipegang alete® merupakan bukti dari kemampuan
rezim HKI yang ada untuk melindungi pengetahuadisianal.
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National Treatment

1. Each Member shall accord to the nationals of eoth
Members treatment no less favourable than thatdoeds to its own
nationals with regard to the protection of intefleal property, subject
to the exceptions already provided in, respectivelge Paris
Convention (1967), the Berne Convention (1971)Rome Convention
or the Treaty on Intellectual Property in Respeictndegrated Circuits.
In respect of performers, producers of phonogramd broadcasting
organizations, this obligation only applies in resp of the rights
provided under this Agreement. Any Member availiisglf of the
possibilities provided in Article 6 of the Berne rvention (1971) or
paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Conventsirall make a
notification as foreseen in those provisions to@waincil for TRIPS

Most-Favoured-Nation Treatment

With regard to the protection of intellectual prope any
advantage, favour, privilege or immunity grantedéyember to the
nationals of any other country shall be accordednediately and
unconditionally to the nationals of all other Memfie Exempted from
this obligation are any advantage, favour, priviéie@r immunity
accorded by a Member:

(a) deriving from international agreements on judi@ssistance
or law enforcement of a general nature and notipatarly confined to
the protection of intellectual property;

(b) granted in accordance with the provisions ot tBerne
Convention (1971) or the Rome Convention authagizthat the
treatment accorded be a function not of nationelatment but of the
treatment accorded in another country;

(c) in respect of the rights of performers, prodsceof
phonograms and broadcasting organizations not medi under this
Agreement;

(d) deriving from international agreements relatdd the
protection of intellectual property which entereda force prior to the
entry into force of the WTO Agreement, provided thech agreements
are notified to the Council for TRIPS and do notstitute an arbitrary
or unjustifiable discrimination against nationaléaher Members®®

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, padaketn pasal-pasal di atas,

dapat dilihat bahwa timbal-balik (khususnya padtehian mengenaiational

185 Agreement On Trade-Related Aspects Of Intelle@®uaperty Rights, Article 3.

166 1hid., Article 4.
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treatmen} berlaku untuk, salah satunya, Konvensi Paris danvEosi Berne.
Perlu untuk diingat bahwa eksploitasi pengetahusdigional selama ini
dilakukan melalui paten ataupun merek sebagaimang gliatur dalam Konvensi
Paris. Selama ini Prinsipational treatmentini digunakan oleh perusahaan-
perusahaan multinasional untuk mendaftarkan pagem#ésuk yang diambil dari
pengetahuan tradisional) sebanyak-banyaknya di agarb negara anggota
WTO.*" Namun, di samping membuka kemungkinan untuk mespiekasi
pengetahuan tradisional, Prinsip timbal-balik fdrmational treatmentni juga
dapat digunakan dalam upaya untuk melindungi pahgein tradisional.

Contoh nyata dari upaya perlindungan pengetahuatistonal melalui
Prinsip Timbal-Balik yang diatur dalam PersetujuBRIPs dapat dilihat dari
contoh kasus kunyit tife turmeric case) yang dipaparkan pada subbab
sebelumnya. Dalam kasus kunythe turmeric case The Indian Council of
Scientific and Industrial Researdl€SIR) berhasil membatalkan hak paten atas
teknik pengobatan dengan memanfaatkan bahan baiut kang diperoleh oleh
Das et.al. dengan memanfaatkan Prinsip Timbal-Baldng diatur dalam
Persetujuan TRIPs, CSIR sebagai organisasi yangkdid berdasarkan hukum
India dapat mengajukae-examinatioratas hak paten yang diberikan oléhited
State Patent and Trademark Offit(SPTO) yang berkedudukan di Amerika
Serikat. Sesuai dengan ketentuational treatmentyang terdapat pada Pasal 3
Persetujuan TRIPs, maka USPTO diwajibkan menerineamphonan re-
examinationyang diajukan oleh CSIR sebagai upaya untuk meftigdHKI-nya
yang dalam hal ini adalah pengetahuan tradisisegerti halnya jika tuntutan
diajukan oleh warga negara Amerika Serikat sendupaya melindungi
pengetahuan tradisional ini terbukti berhasil denddatalkannya semua klaim
paten dari pemohon sebelumnya. Sejauh ini, kasushénupakan satu-satunya
kasus yang mencerminkan keberhasilan upaya pengadu pengetahuan
tradisional yang menghasilkan pembatalan selurahmklpaten yang diberikan.
Kasus ini juga menjadi penanda bagi mungkinnya apagtuk melindungi
pengetahuan tradisional melalui Persetujuan TRifsnunya dan melalui Prinsip

Timbal-Balik Persetujuan TRIPs khususnya.

%7 sardjono (c),op. cit, him. 14.
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Perlindungan dengan memanfaatkan Persetujuan TRIBahkan dapat
menjadi lebih efektif lagi dengan adan@anvention for safeguarding intangible
cultural heritage.Konvensi ini dapat digunakan dalam membantu mertkzata
unsur novelty Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contohaaalsub-bab
sebelumnya, eksploitasi pengetahuan tradisionala pathumnya dilakukan
melalui paten dan merek. Salah satu unsur pentinhk mendapatkan
perlindungan dari paten dan merek ini adalabwvelty (kebaruan) Melalui
pendaftaran suatu pengetahuan tradisional sebagaisan budaya melalui
Convention for Safeguarding Intangible Cultural Hexge, meskipun tidak dapat
membatalkan paten dan merek, pendaftaran ini mekkau salah satu karakter
utama dari pengetahuan tradisional yaitu bahwa gtahgan tradisional tersebut
telah lama ada dan hidup dalam masyarakat, yangadedemikian membantah
unsur novelty dari paten tersebut, yang selanjutnya dapat menidukgg
pemberian hak paten pada pihak yang mengekspl@&sjetahuan tradisional
dengan menggunakan paten.

Dengan bercermin pada kasus kunyit, Indonesia dap&tkukan upaya
serupa dengan yang dilakukan oleh India pada Wessiss eksploitasi
pengetahuan tradisional Indonesia. Contohnya pedagsalahan kopi Gayo dan
Pendaftaran paten fungsi rempah Indonesia sebadminbkosmetik di Jepang.
Sebagai anggota WTO, Belanda dan Jepang merupakmmnaanegara yang telah
meratifikasi Persetujuan TRIP¥® Oleh karena itu Belanda dan Jepang terikat
oleh ketentuamational treatmentyang membuka kesempatan bagi Indonesia
untuk menggugat pemberian paten di Jepang dan Mdirdelanda. Sebagai
negara yang terikat oleh Persetujuan TRIPs makaseegara ini mempunyai
kewajiban untuk menerima dan memperlakukan tunturiaselayaknya diajukan
warga negara sendiri, yang dengan demikian menpgmuang bagi Indonesia

untuk melindungi pengetahuan tradisionalnya.

188 Keanggotaan Jepang dan Belanda dapat dilihaiugi sismi WTO di:
http://www.wto.org/english/thewto _e/whatis_e/tifoed6_e.htm. Terakhir diakses pada 1
Desember 2011.

Universitas Indonesia
Analisis penerapan ..., Wayan Adhi Prastana, FH Ul, 2012



81

E. Menuju Perlindungan Pengetahuan Tradisional yang lbih Komprehensif

Subbab ini berisikan perkembangan dari upaya mknligan
pengetahuan tradisional di dunia internasional damdisi perlindungan
pengetahuan di Indonesia. Isu-isu yang dibahasmdh& ini adalah isu-isu yang
menurut penulis dapat dipertimbangkan untuk penyaisikkerangka hukum yang
baru yang diharapkan dapat memberikan perlinduygaig lebih komprehensif
pada pengetahuan tradisional.

Di dunia internasional kini muncul pendapat menggrembentukan
suatu sui generis systenbagi perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan
tradisional:®® Dalam perkembangannya terungkap banyak negaraerbeeng
yang mengehendaki agar sebaiknya dibuat sistemniykung baru dan berbeda
dari HKI yang ada sekarang agar dapat melindungg@@huan tradisional yang
ada’’® Hal ini ditambah dengan keinginan sejumlah nedmekembang yang
menghendaki agar kepemilikan penduduk asli ataggiehuan tradisionalnya
berlangsung selamany&. Hal ini masuk akal mengingat sifat dari pengetahu
tradisional yang saling terkait dengan komunitasndina pengetahuan tersebut
hidup dan berkembang bersama dengan komunitadterdéamun permasalahan
dari kepemilikan perlindungan pengetahuan tradaiselamanya ini adalah pada
pendaftaran. Hal ini karena seringkali suatu peaigein tradisional tidak
diketahui waktu penciptaannya. Untuk menjawab peatahan ini maka sistem
pendaftaran yang sesuai adalah sistem pendaftaaaii (@eklaratif). Sistem
pendaftaran pasif adalah sistem perlindungan HKigybkersifat otomatis saat
ekspresi nyata terwujud. Pada sistem ini pendafthtkan syarat utantd’ Oleh

karena itu sistem pendaftaran ini merupakan sigpemdaftaran yang paling

189 Dalam Blacks Law Dictionarysui generisdidefinisikan sebagaof its own kind or
class; unique or peculianstilah sui generisddalam HKI digunakan untuk menggambarkan rezim
tersendiri di luar paten, merek, hak cipta dan s@hdagang. Sebagai contoh: sebuah pangkalan
data bisa saja tidak dilindungi oleh Hak Cipta, narbisa dilindungi menggunakan peratusaim
generisyang khusus dibuat untuk tujuan tersef@arner, op. cit. him 4499.

170 Antariksa op. cit.,him. 94.
1 Ipid., him.95.

"% enny Wiston, “Dilema Cross Rezim Penegakkan HakdbeIndustri dan Hak Cipta”,
www.kennywiston.com/crossrezim.ddgiakses pada 15 Juni 2011.
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cocok dengan pengetahuan tradisional. Perlindumgatelah diterapkan dalam
perlindungan Hak Ciptd® Pengaturan perlindungan sistem pasif ini dalam
peraturan perundang-undangan dapat dilihat padal Pasyat (1) UUHC 2002,
yang berbunyi:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta &#amegang
Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak &ipiz,
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptélahiitkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundatagan
yang berlakd’™,

Dalam pengetahuan tradisional masalah lainnya tindalam upaya
pembuktian. Permasalahan ini karena sebagian hmmagetahuan tradisional
diturunkan secara lisan dari generasi ke geneBatium lagi masalah kurangnya
kesadaran masyarakat akan HKI menambah sulithysbyeran pengetahuan
tradisional Indonesia. Permasalahan sulitnya petrdoukni, dapat dipecahkan
dengan melakukan pendokumentasian ataupun inveEntatari pengetahuan
tradisional Indonesia dan membuat sistem basis &a&du diingat bahwa salah
satu faktor penentu dari kemenangan CSIR dalamskiasoyit furmeric) adalah
terdapatnya dokumentasi dari pengetahuan yang larapsif' >

Dokumentasi atas pengetahuan tradisional dapatnakgun sebagai
upaya perlindungan defensif jika terjadi eksploifasngetahuan tradisional oleh
pihak asing. Dokumentasi ini terbukti merupakanasar yang efektif untuk
melindungi pengetahuan tradision&l® hal ini terbukti dari kemenangan India
dalam kasus kunyit India seperti yang dijelaskatardasubbab sebelumnya.
Begitu pula dengan pendaftaran pengetahuan tradissebagai warisan budaya,
sesuaiConvention for Safeguarding Intangible Cultural H&xge seperti yang

3 Di dalam perlindungan hak cipta, pencipta yangkidnendaftarkan ciptaanya juga
mendapat pelindungan. Perlindungan ini langsungyitl ketika pencipta menciptakan sebuah
karya dengan syarat ia dapat membuktikan bahwaasigt benar-benar asli.

" |ndonesia, Undang-Undang Tentang Hak Cipt. Phsaght (2).
5 Turny Palmandos, Tinjauan Yuridis Undang-Undangk Heipta dan Hak Merek
terhadap Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisitmddnesia, Tesis Program Magister

Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011).

178 | pid.
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dipaparkan dalam sub-subbab sebelumnya, Upaya apatddigunakan untuk
membantah unsurnovelty dari eksploitasi pengetahuan tradisional yang
menggunakan paten.

Permasalahan kesesuaian sistem HKI dengan kon@isgepahuan
tradisional juga merupakan salah satu contoh ldauil sekian banyak masalah
yang harus dipertimbangkan dalam membuat instrumé&um yang mengatur
dan melindungi pengetahuan tradisional. HKI yanjmea ini ada sering kali
digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi pahgan tradisional oleh pihak
yang tidak pantas. Untuk mengatasi masalah-masalalierdapat beberapa
prinsip penting yang dapat dipertimbangkan dalammbezikan perlindungan

pada pengetahuan Tradisional. Prinsip-prinsip kerse@ntara laif’’

1. penduduk asli dan lokal adalah pemilik dari Perfuga Tradisional dan
Folklor, dan hal tersebut berlangsung selamanya;

2. sistem kontrak antara pengguna dengan masyarakaiikpd’engetahuan
Tradisional dan Folklor;

3. perlindungan terhadap pemegang HKI asing tidak Hbolaerugikan
Pengetahuan Tradisional dan Folklor negara;

4. pembentukapangkalan datadagtabaség

5. ijin dari masyarakat pemilik pengetahuan tradisiaten folklor diperlukan
terlebih dahulu sebelum suatu pihak memanfaatkariPganohonan ijin dari
pihak calon pengguna harus bersifat jujur sehinggasyarakat yang
bersangkutan memiliki pemahaman yang jelas mengémaan calon
pengguna. Ini yang dimaksud denguior informed consent;

6. pemberian beasiswa kepada pgariag human treasure

7. perlindungan diberikan juga kepada pengetahuarsioaal dan folklor yang
berbentuk lisan;

8. pemohon paten harus menyebutkan jenis dan asal gwatiuk (indikasi
geografis;

9. pengaturan pengetahuan tradisional dan folklordsenkan hukum adat;

10.lisensi timbal-balik diantara pemilik paten dan [ém Pengetahuan
Tradisional;

11.pendaftaran merek disesuaikan dengan kepemilikadyatik asli dan lokal;

12.kewenangan ekstra teritorial dari negara.

Salah satu sistem perlindungan yang menarik damaparan di atas
adalah rencana penerapan hukum nasional secaraateksdrial (@raft

Biodiversity and Community Knowledge Protection) Autik Negara Bangladesh

7 Antariksa op. cit.,him. 96-97.
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terkait dengan materi genetika dan biologi yangatbardi luar wilayah negara
tersebut.’® Berdasarkardraft ini, jika undang-undang ini berlaku, maka orang
asing di negara manapun di dunia dapat dilarangkuntemanfaatkan materi-
materi genetika dan biologi yang dilindungi, seah berada di luar wilayah
Bangladesh tanpa ijin dari pemerintah yang bersatagk’® Namun demikian
untuk dapat berlaku secara efektif, tentu sajaupdithkukan kerja sama tingkat
bilateral atau pun internasional dengan negara lkadraft ini dapat diterima
menjadi suatu perjanjian multilateral, ditambah gden pemberlakuan Prinsip
Timbal-Balik, tentunya akan membawa sistem perlngdun baru, yang berbeda
dari sistem perlindungan HKI yang ada selama ini.

Beberapa isu perlindungan pengetahuan tradisiorshg merupakan isu
yang layak untuk dipertimbangkan dalam membuatrgka hukum yang baru
bagi perlindungan pengetahuan tradisional. Tenja reasih banyak isu-isu lain
yang juga penting namun karena keterbatasan perddis dapat disebutkan. Isu
terpenting yang harus diingat dalam pembuatan k&eamukum ini, tentu saja
adalah pengaturan Prinsip Timbal-Balik secara jelas komprehensif. Contoh
pengaturan prinsip timbal-balik yang baik dan samdgektif untuk saat ini dapat
dilihat pada Persetujuan TRIPs.

Seperti yang dipaparkan dalam sub-bab sebelumnyasif Timbal-
Balik dalam Persetujuan TRIPs terbukti efektif dal@elindungi rezim HKI yang
berlaku saat ini. Di samping untuk penegakan HKingyp ini juga dapat
dimanfaatkan untuk melindungi pengetahuan tradaéjopaling tidak hingga
tercipta kerangka hukum yang lebih efektif lagi deomprehensif. Dengan
diberlakukannya Prinsip Timbal-Balik, maka akan gmEanyataan yang jelas
mengenai hak dan kewajiban antar negara dari neg@ara yang meratifikasi
perjanjian multilateral tersebut. Pengaturan pddimgan pengetahuan tradisional
secara lebih terperinci juga akan membantu mencagdiiguitas mengenai peran
negara-negara anggota dalam perlindungan pengetataisional yang

selanjutnya dapat mengurangi efektivitas perlindumigrsebut.

178 pid., him.97.

179 Antariksa,op. cit, him. 97.
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Efektivitas Prinsip Timbal-Balik pada PersetujudiRIPs, dalam
melindungi rezim HKI yang ada sekarang menunjukkantingnya ketentuan
timbal-balik agar diatur secara tertulis dan tegidam kerangka hukum
perlindungan pengetahuan tradisional yang seddvahds. Pencantuman Prinsip
Timbal-Balik dengan cara ini akan dapat meningkat&tektivitas perlindungan
pengetahuan tradisional (hal ini paling tidak dderlihat dalam upaya
perlindungan pengetahuan tradisional dengan memidafa timbal-balik formil
dalam Persetujuan TRIPs). Selama ini kelemahanngarigan pengetahuan
tradisional dengan memanfaatkan Persetujuan TRiIBRla upaya perlindungan
ini bersifat represif. Namun, setelah pengetahwadidional memiliki konvensi
tersendiri yang lebih komprehensif dan mengikamtueya perlindungan juga
dapat dilakukan secara preventif yang dengan damikenjamin perlindungan

yang menyeluruh.
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BAB 4
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang penuliskdak dengan
mengacu pada pokok permasalahan yang dipaparkan Bedal 1, maka penulis
berkesimpulan bahwa upaya perlindungan pengetahtagisional melalui
penerapan prinsip timbal-balik pada konvensi-kosveyang secara eksplisit
mengatur mengenai pengetahuan tradisional, sdpeited Nations Conventions
on Biological Diversitydan Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage2003 saja belum cukup. Perlindungan pengetahaalsional
dapat lebih efektif lagi dengan memanfaatkan Reifgmbal-Balik yang ada pada
Persetujuan TRIPs. Terdapat beberapa alasan mengaggm perlindungan
pengetahuan tradisional melalui penerapan prinsipdl-balik seperti ini lebih
efektif, alasan-alasan tersebut antara lain:

a. United Nations Conventions on Biological Diversit@92 di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa dzonvention for the Safeguarding of the
Intangible Cultural Heritage2003 yang dikeluarkan oleh UNESCO
memiliki keterbatasan dalam melindungi pengetattadisional karena
pengaturan pengetahuan tradisional pada CBD tedledum dan perlu
penjabaran lebih lanjut agar dapat dilaksanakaaraexfektif. Sementara
pada Convention for the Safeguardingf the Intangible Cultural
Herritage terdapat pasal yang mengurangi efektivitas perhgda
pengetahuan tradisional yaitu Pasal 3 (b) .

b. Upaya alternatif untuk melindungi pengetahuan siadal dapat
dilakukan dengan memanfaatkan Prinsip Timbal-BgdiRg diatur dalam
Pasal 3 mengenanational treatmentdan Pasal 4 mengenanost
favoured Nations. Perlindungan pengetahuan tradisional melalui
Persetujuan TRIPs berjalan dengan efektif khususiaj@m melindungi
pengetahuan tradisional terkait obat-obatan. Keédek penggunaan
Persetujuan TRIPs untuk melindungi pengetahuanstosgl ini dapat

dilihat pada kasus kunyithe Turmeric Cage Pada kasus ini CSIR yang
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didukung oleh Pemerintah India berhasil membatalkamua klaim
paten yang mengeksploitasi pengetahuan tradisiodel.

. Selain karena merupakan perlindungan yang paliekfiétintuk saat ini,
prinsip timbal-balik juga membantu mempertegas Hak kewajiban
masing-masing negara dan mencegah terjadinya aitasigiari fungsi
masing-masing negara serta perannya dalam melincagrggetahuan
tradisional. Dengan adanya ketentuan timbal-bakkan masing-masing
negara akan dipaksa untuk melakukan kewajibannismdenelindungi
pengetahuan tradisional negara lain, hal ini kargtka negara
bersangkutan tidak melakukan kewajibannya maka aikaloul sanksi
dari negara lain berupa “pembalasan” dari tindatersebut. Melalui
Prinsip Timbal-Balik, maka tercipta hubungan hakv&gban yang harus
dipenuhi tiap negara yang berlaku secara timbak.b#letika terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara dandi& yang
seharusnya, maka dapat dilakukan pembalasan tgrinadara tersebut.
. Kelemahan dari perlindungan dengan memanfaatkasetguwan TRIPs
adalah pelaksanaannya yang hanya dapat dilakukanaseepresif, tidak
dapat dilakukan secara preventif. Perlindungan aengmemanfaatkan
persetujuan TRIPs harus menunggu terjadinya ekaplopengetahuan
tradisional, yang kemudian baru dapat ditindaklanglengan upaya-
upaya perlindungan. Perlindungan dengan pendaftmperti halnya hak
cipta, paten atau merek masih tidak mungkin untilékdkan karena
HKI dalam lingkup Persetujuan TRIPs tidak mencalpgngetahuan
tradisional. Oleh karena itu kerangka hukum yangnpua melindungi
pengetahuan tradisional secara komprehensif mgséhnlukan.

. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dapat merappkamasalahan
HPI. Hal ini karena pihak yang terlibat dalam pesaiahan ini pada
umumnya tunduk pada sistem hukum yang berbeda gelapjutnya
mengakibatkan terjadinya pertautan dua atau leisiers hukum yang
berbeda. Contoh dari keadaan ini dapat dilihat #asus kunyit the
Turmeric Casg di mana pihak yang terlibat tunduk pada dua iste

hukum yang berbeda
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B. Saran-Saran

1.

Instrumen hukum yang nantinya akan dijadikan afgttuki melindungi

pengetahuan hendaknya menganut Prinsip Timbal-Balilg jelas dan
mempunyai kekuatan mengikat yang kuat antar nesgaggotanya, tidak
seperti konvensi-konvensi terkait pengetahuangranal pendahulunya.
Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan upaya demanpsertanya
dalam melindungi pengetahuan tradisionalnya baik tedigkat

perundingan internasional maupun di tingkat nasiona

Pemerintah hendaknya mengajak LSM-LSM dan masyatakak turut

serta melakukan  pendokumentasian pengetahuan idrzalis
Pendokumentasian ini merupakan salah satu langletiing untuk

melindungi pengetahuan tradisional.
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